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ABSTRAK 

 

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA HIBAH 

DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA KAMPUNG 

JAWA KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT 

(Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk 

Jo. 2401 K/Pdt/2020) 

 

Oleh 

M GALI RIZKY SYAHPUTRA 

 

Sengketa kepemilikan tanah di Indonesia merupakan isu kompleks yang berdampak 

signifikan pada masyarakat, sering disebabkan oleh perubahan hukum, kurangnya 

dokumentasi, dan konflik antara hukum adat dan positif. UUPA mengatur hak atas 

tanah, mewajibkan pendaftaran sertifikat di BPN dengan bantuan PPAT. Sertifikat 

dan akta hibah memberikan kepastian hukum. Studi kasus di Desa Kampung Jawa 

menunjukkan kompleksitas sengketa terkait pembuktian akta hibah. Rumusan 

Masalah Penelitian ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam Putusan 

Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw dan upaya hukum pihak yang bersengketa. 

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, yang meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder terkait kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa tanah. 

disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini mengenai 

bahan pustaka dan pertaturan kekuatan pembuktian akta hibah dalam sengketa 

tanah. 

Dalam perkara ini, Penggugat menggunakan akta hibah sebagai alat bukti, 

sementara Tergugat mengandalkan sertifikat hak milik. Meski sertifikat tersebut 

diakui sebagai bukti kepemilikan tertinggi, majelis hakim menilai alat bukti dari 

Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena Tergugat tidak 

dapat membuktikan asal-usul kepemilikan tanahnya. Akibatnya, Tergugat dianggap 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tanpa 

bukti yang memadai. Meskipun Tergugat melakukan upaya hukum hingga tingkat 

Banding dan Kasasi, putusan tetap menguntungkan Penggugat berdasarkan akta 

hibah. 

Pada penelitian ini, penulis menyarankan agar pendaftaran hak atas tanah dilakukan 

sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari potensi sengketa. Selain 

itu, dalam pembuatan dan penggunaan akta hibah, penting untuk mematuhi 

ketentuan hukum guna meningkatkan keabsahan dokumen dan mencegah tantangan 

hukum terhadap keabsahannya. 

Kata Kunci: Sengketa Kepemilikan Tanah, Akta Hibah, Pertimbangan Hakim  



 

 

 

ABSTRACT 

JURIDICAL ANALYSIS OF THE STRENGTH OF PROOF OF THE GRANT 

DEED IN A LAND OWNERSHIP DISPUTE IN THE VILLAGE OF 

KAMPUNG JAVA, CENTRAL COASTAL DISTRICT, WEST COASTAL 

DISTRICT 

(Study Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Liw Jo. 8/Pdt/2021/Pt Tjk 

Yes. 2401 K/Pdt/2020) 

 

By 

M GALI RIZKY SYAHPUTRA 

  

Land ownership disputes in Indonesia are complex issues that have a significant 

impact on society, often caused by legal changes, lack of documentation, and 

conflicts between customary and positive law. UUPA regulates land rights, 

requiring registration of certificates at BPN with the assistance of PPAT. 

Certificates and grant deeds provide legal certainty. A case study in Kampung Jawa 

Village shows the complexity of disputes related to proving grant deeds. Problem 

Formulation This research focuses on the considerations of the panel of judges in 

Decision Number 1/Pdt.G/2020/PN Liw and the legal efforts of the parties to the 

dispute. 

The method used is normative research, which examines library materials or 

secondary data related to the evidentiary strength of grant deeds in land disputes. 

also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written 

in statutory regulations, in this case regarding library materials and regulations on 

the evidentiary strength of grant deeds in land disputes. 

In this case, the Plaintiff used a gift deed as evidence, while the Defendant relied 

on a certificate of ownership. Even though the certificate was recognized as the 

highest proof of ownership, the panel of judges considered that the Defendant's 

evidence did not have binding legal force, because the Defendant could not prove 

the origin of his land ownership. As a result, the Defendant was deemed to have 

committed an unlawful act by controlling the object of the dispute without sufficient 

evidence. Even though the Defendant took legal action at the Appeal and Cassation 

levels, the decision was still in favor of the Plaintiff based on the grant deed. 

In this research, the author suggests that registration of land rights be carried out 

in accordance with applicable legal procedures to avoid potential disputes. In 

addition, in the creation and use of gift deeds, it is important to comply with legal 

provisions to increase the validity of the document and prevent legal challenges to 

its validity. 

Keywords: Land Ownership Dispute, Grant Deed, Judge's Consideration  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia Kepemilikan tanah merupakan isu yang memiliki dampak yang 

signifikan dalam masyarakat, tanah merupakan salah satu sumber daya alam 

yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, 

sengketa kepemilikan tanah seringkali menjadi masalah yang kompleks dan 

serius. Sengketa kepemilikan tanah dapat muncul karena berbagai faktor, 

seperti perubahan peraturan hukum, kurangnya dokumentasi atau bukti 

kepemilikan yang jelas, klaim yang bertentangan, perubahan tata ruang, atau 

konflik antara hukum adat dan hukum positif. Sengketa kepemilikan tanah 

dapat melibatkan individu, komunitas, perusahaan, pemerintah, atau kombinasi 

dari semua pihak tersebut. 

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak 

atas tanah adalah hak atas sebagai tertentu atas permukaan bumi yang terbatas, 

berdimensi dua dengan urusan panjang kali lebar yang diatur oleh hukum 

taina ih. Taina ih diberikain kepaida i dain dipunya ii oleh oraing-oraing dengain ha ik yaing 

disediaika in oleh UUPAi (Unda ing-Unda ing Pokok Aigra iriai) a idaila ih untuk 

digunaika in da in dimainfaia itkain.1 

Aiga ir memperoleh haik aita is taina ih, seseoraing perlu memperoleh sertifikait yaing 

telaih terdaiftair di Baida in Pertaina iha in Naisiona il (BPN) yaing dibaintu oleh Pejaiba it 

Pembuait Aiktai Ta inaih (PPAiT). Berda isa irka in Paisa il 1 a ingkai 1 Pera iturain 

Pemerintaih Nomor. 37 Taihun 1998 tentaing Peraitura in Jaiba itain Pejaiba it Pembuait 

Aikta i Taina ih, PPAiT a ida ilaih pejaiba it umum ya ing ditunjuk untuk membuait a iktai 

otentik mengenaii haik a itais ta ina ih aitaiu ha ik milik aita is sa ituain rumaih susun. untuk 

mendaipa itkain jaiminain kepaistia in hukum dain kepaistia in haik a itais kepemilikain

 
1 Rosmidah, 2013, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum vol.6, 

no. 2 hlm 63 
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 sua itu taina ih maika i pemilik tainaih ha irus menda iftairka in taina ih miliknyai ke Baida in 

Pertaina iha in Naisiona il (BPN). Ba idain Perta inaiha in Na isionail a ikain memberikain 

sertifikait haik milik yaing naintinyai berfungsi seba igaii a ilait bukti yaing kua it aitais 

kepemilikain ha ik taina ih jikai terjaidi sengketa i taina ih. sertifikait taina ih a ida ilaih bukti 

otentik kepemilikain dain ha ik seseoraing a itais sua itu taina ih aitaiu la ihain, dengain 

sta itus hukum yaing jelais seora ing aitaiu ba idain hukum aika in mudaih membuktikain 

dirinyai sebaiga ii pemegaing haik aitais sua itu bidaing taina ih sertai keaidaia in dairi tainaih 

itu, misailnyai lua is, ba itais-ba ita is, ba inguna in ya ing a idai, jenis ha iknyai besertai beba in- 

bebain ya ing a idai pa idai ha ik a itais ta inaih itu, dain seba igaiinya i.2 

Selaiin dairi Sertifikait haik milik, untuk memperoleh pembuktiain haik milik aitais 

taina ih jugai bisa i dida ipaitkain melailui aikta i hibaih, hiba ih aida ilaih sua itu perjainjiain 

hukum ya ing memungkinkain tra insfer ha irtai a ita iu aiset da iri sa itu pihaik kepa idai 

pihaik la iin tainpa i a ida inyai pemba iyaira in a itaiu imbaila in finainsia il ya ing sepa idain. 

Da ilaim konteks hukum perdaitai, hibaih merupa ikain mekainisme yaing saih da in sa ih 

secaira i hukum yaing digunaikain untuk mentra insfer haik kepemilikain a itais properti 

a itaiu aiset kepaidai penerimai hibaih tainpa i melibaitka in juail beli aitaiu pertukairain 

ua ing. hibaih telaih bainya ik dilaikuka in di maisya iraika it, kairenai hibaih daipa it 

dikaita ikain seba igaii perjainjiain sepihaik.3 

Hiba ih dailaim baiha isa i Belaindai a ida ilaih schenking, sedaingka in menurut istilaih 

ya ing dimaiksud hibaih, sebaiga iimaina i disebutkain dailaim Pa isa il 1666 Kitaib 

Unda ing-Unda ing Hukum Perdaitai, aida ilaih: Sesua itu persetujuain dengain maina i si 

penghibaih di wa iktu hidupnyai, dengain cumai-cumai da in dengain tidaik da ipait 

ditairik kembaili, menyeraihka in sua itu benda i gunai keperluain si penerimai hibaih 

ya ing menerimai penyeraiha in itu.4 Pemberia in (Schenking) diaitur da ilaim Pa isa il 

1666 Kitaib Unda ing-Unda ing Hukum Perda itai (selainjutnyai disebut KUHP). 

diairtikain seba iga ii sua itu perjainjiain denga in maina i si penghibaih, di wa iktu 

hidupnyai, denga in cumai-cumai dain denga in tidaik daipa it ditairik kembaili, 

 
2 Andrian Sutedi, 2006, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57 
3  Ibnu Rusydi, 2016, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan menurut kompilasi 

Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Unigal vol.4 No.2,  hlm.155 
4  Hukum Zone, “Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, 

http://hukumzone.blogspot.com/2016/05/hibah-menurut-kitab-undang-undanghukum.html, diakses 

pada tanggal 4 September 2023 
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menyeraihkain sesua itu bendai guna i keperlua in penerimai hiba ih yaing menerimai 

penyeraiha in itu.5 

Pa ida i prinsipnyai setiaip oraing da ipa it menjaidi subjek persetujuain hibaih, kecuaili: 

1. Aina ik-a inaik diba iwa ih umur merekai tidaik kua isa i memberi hibaih. Merekai 

dilaira ing membuait persetujuain hibaih a itais sesua itu baira ing aipa ipun. Hibaih 

ya ing merekai perbuait da ipait dimintai pembaitaila innyai (vernietigbaiair). Cuma i 

buka in baita il dengain sendirinyai; 

2. Ainta ir sua imi istri tidaik boleh menjaidi subjek persetujuain hibaih. Ka irena i itu 

pemberiain hibaih a intairai sua imi istri yaing terikait dailaim perkaiwinain a idaila ih 

terlairaing. Ma iksud pela ira ingain ini jelais, untuk melindungi pihaik ketigai 

ya ing mempunyaii taigiha in kepaidai sa ila ih seora ing sua imi istri tersebut.6 

Pa isa il 1682 KUHPerdaita i menyebutkain ba ihwa i pelaiksa ina iain hibaih dilaikuka in 

dengain menggunaika in a iktai otentik. Aiktai otentik merupaika in aikta i ya ing 

bentuknyai telaih ditentukain da ilaim undaing-unda ing yaing dibuait oleh dain/aita iu 

dihaida ipa in pejaiba it-pejaiba it umum yaing daila im kedudukainnya i diberi wewenaing 

da ilaim ha il dimainai a ikta i itu dibuait. Aiktai otentik memberikain kekuaitain 

pembuktiain ya ing sempurna i terhaida ip pa ira i pihaik, pa ira i a ihli wa iris ma iupun ora ing-

ora ing yaing mendaipa itkain haik. Aiktai Hiba ih merupaika in aiktai otentik kairenai 

bentuknyai telaih ditentukain da ilaim sua itu pera iturain perunda ingain, dibua it Pejaiba it 

Umum yaing berwena ing, dain dilaikuka in di wilaiya ih kerjai dairi Pejaiba it Umum 

ya ing berwenaing tersebut. Bentuk yaing diaitur sedemikiain oleh unda ing-undaing 

ya ing disebut aiktai otentik terdiri dairi kepaila i aikta i, baida in aikta i, dain a ikhir aikta i.7 

Hukum Positif di Indonesiai jugai mengaitur mengenaii taitai cairai da in laingkaih- 

laingka ih untuk memudaihkain proses tra insfer kepemilikain sa ih terhaidaip sua itu 

properti aitaiu ba ira ing. Da ilaim ha il perlindunga in ha ik aita is ta inaih melailui hibaih, 

diperlukain prosedur sesua ii dengain regulaisi ya ing berlaiku. Oleh ka irenai itu, sa iait 

 
5 Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hibah 
6  Ria Sintha Devi, Alusianto Hamonangan ,Emi Rafika Sitepu, 2021, Analisis Yuridis 

Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Tinggi Medan,Jurnal Darma Agung,vol 29 Nomor 1, 

hlm.32 
7  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4432) Pasal 38. 
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terjaidi perailihain kepemilikain tainaih kepa ida i pihaik laiin, hibaih tersebut hairus 

dinyaita ikain seca irai resmi melailui aiktai hiba ih ya ing disusun oleh seora ing Peja ibait 

Pembuait Aiktai Taina ih (PPAiT). Selainjutnyai, aikta i hibaih ini hairus didaiftairka in dain 

perailihain kepemilikainnya i dicaita it di Kaintor Baida in Pertainaiha in Naisiona il. Hail 

ini dilaikuka in untuk memberikain kepa istiain hukum kepaida i penerimai hibaih.8 

Ketikai membaiha is mengenaii ha ik milik, sering terjaidi sengketai ha ik milik aitais 

taina ih di Indonesiai. Pa idai ha ikekaitnyai, kaisus pertaina ihain terjaidi kairena i berbedai 

pa indainga in mengenaii staitus hukum ma ising-maising da ilaim ka iitainnya i dengain 

kepemilikain aita is ta inaih tertentu aita iu berbeda i painda inga in mengenaii ha il-hail ya ing 

berkenaia in dengain taina ih. 

Pa ida i umumnyai fa iktor da iri sengketai taina ih a ida ilaih ketidaikjelaisa in ba itais ta ina ih 

da in klaiim a itais ta ina ih. Pa isa il 1 a iya it (1) Pera itura in Menteri Aigrairia i/Kepailai Ba ida in 

Pertaina iha in Naisiona il Nomor 1 Taihun 1999 menyaitaikain: Sengketai Pertaina iha in 

a idaila ih perbedaia in pendaipa it mengenaii:9 

a. Kea ibsa ihain sua itu haik, 

b. Pemberiain sua itu haik, 

c. Penda iftaira in haik a itais ta ina ih termaisuk pera ilihainnyai da in penerbitain ta indai 

bukti haiknyai, a intaira i pihaik-pihaik ya ing berkepentingain maiupun ainta irai 

pihaik-piha ik yaing berkepentingain dengain instainsi di lingkungain Ba idain 

Pertaina iha in. 

Kepemilikain taina ih sering terjaidi permaisa ila ihain ketikai keduai pihaik saimai sa imai 

memiliki bukti kepemilikain,ketikai a intaira i kedua i pihaik memiliki perbedaiain 

legailitais seperti yaing terjaidi pa idai ka isus sengketai ta inaih di Desa i Ka impung 

Ja iwa i, Keca imaitain Pesisir Tenga ih, Ka ibupa iten Pesisir Baira it, bisa i dilihait pa idai 

putusa in Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw. Perkaira i tersebut aintaira i Rosmailai 

seba igaii Penggugait I, Paistir Daiulis sebaiga ii Penggugait II, Nurhidaiya ih sebaiga ii 

Pengguga it III, da in Heri Herma iwa in seba igaii Pengguga it IV melaiwa in Ai Turzaidi 

seba igaii Tergugait dain Ba idain Perta inaiha in Na isiona il (BPN) Laimpung baira it 

 
8 Putri Wardhani, 2021, Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas 

Tanah, E Jurnal Untag Samarinda, hlm.3 
9  I Gede Surata,2022,Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan,Jurnal Hukum Kertha 

widya ,vol 10 No.2 hlm.139 
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seba igaii turut Tergugait. Penggugait melaikuka in gugaitain a itais Perbuaita in 

melaiwa in Hukum (PMH) di Penga idilain Negeri Liwai, perkaira i ini timbul kairenai 

pihaik tergugait melaikuka in klaiim dain membuait sertifikait taina ih tersebut aitais 

na imai tergugait naimun demikiain di sisi la iin taina ih tersebut milik penggugait 

dengain bukti Aiktai Hiba ih sebaiga ii bukti kepemilikain. 

Da ilaim ura iiain laitair belaika ing diaita is maika i penulis tertairik membaiha is “Analisis 

Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan 

Tanah Di Desa Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten 

Pesisir Barat (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn Liw 

Jo.8/Pdt/2021/Pt Tjk Jo. 2401 K/Pdt/2020)” Seba iga ii judul laiporain a ikhir 

Ma iga ing Ekivailensi Skripsi Maiga ing Merdekai Belaijair Ka impus Merdeka i 

(MBKM). 

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Rumusan Masalah 

Berdaisa irka in laitair belaikaing diaita is, rumusa in maisa ilaih ya ing aika in dibaihais 

a idaila ih: 

1. Aipa i da isa ir Pertimbainga in maijelis Haikim daila im memutus perkaira i 

sengketai taina ih paida i Putusa in Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw? 

2. Ba igaiimaina i proses upa iya i hukum ya ing dilaikuka in oleh paira i piha ik 

terhaida ip Putusa in Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw? 

1.2.2.  Ruang Lingkup 

Rua ing lingkup penelitiain ini aida ilaih menca ingkup tentaing kekua itain hukum 

bukti kepemilikain ta inaih ya ing di da ilaimnya i memfokuskain tentaing Sertifikait 

ha ik aita is taina ih dain Aikta i Hiba ih. Ruaing lingkup lokaisi penelitiain ini aidaila ih 

pa idai wila iya ih yuridiksi Pengaidilain Negeri Liwai. 
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1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Aida ipun penelitiain ini bertujuain untuk: 

1. Untuk mengetaiuhi da isa ir pertimbainga in Ha ikim dailaim memutus perkaira i 

sengketai taina ih paida i Putusa in Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw. 

2. Untuk mengetaiuhi proses upaiya i hukum yaing dilaikukain oleh paira i pihaik 

terhaida ip Putusain Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Liw 

1.3.2.   Manfaat Penelitian 

Ma infa iait dairi penelitiain ini meliputi: 

1. Ma infa iait da ilaim ilmu teoritis 

a. Memberikain pemaiha imain ba igi penelitia in sela injutnyai mengenaii 

sengketai kepemilikain ta inaih. 

b. Mena imbaih literaitur yaing da ipait dijaidikain da itai sekunder. 

2. Ma infa iait da ilaim Pra iktis 

Ma infa iait da iri penelitiain a ida ilaih seba iga ii taimba ihain ba iha in ka ijiain ba igi 

maiha isiswa i la iin sehinggai da ipa it memperlua is ilmu pengetaihua in sela iin itu 

jugai berma infaia it ba igi maisya iraika it pa idai umumnyai ba igi ya ing ingin 

mengetaihui tentaing kekuaita in hukum ainta irai Aikta i Hibaih da in Sertifikait 

Ha ik Milik. 

1.4.  Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.4.1.  Kerangka Teori 

Penelitiain ini menggunaika in beberaipai teori, yaiitu teori pendaifta irain ta inaih, 

teori kepaistiain hukum, teori penyelesaiiain sengketai dain teori kekuaisa iain 

kehaikimain. 

a. Teori Pendaftaran Tanah 

Penda iftaira in taina ih, seba igaii pelaiksa ina iain Pa isa il 19 UUPAi merupa ika in sa ila ih 

sa itu upaiyai Pemerintaih untuk memberika in jaiminain kepaistia in hukum. 

Ja iminain kepaistiain hukum tersebut meliputi: jaiminain kepaistiain hukum 

mengenaii oraing aitaiu ba ida in hukum yaing menjaidi pemegaing haik (subyek 

ha ik aitais ta inaih); jaiminain kepaistiain hukum mengenaii letaik, baitais, da in luais 
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sua itu bidaing taina ih (obyek ha ik aita is taina ih); da in jaiminain kepaistia in hukum 

mengenaii haik-haik a itais ta ina ihnyai 

Penda iftaira in tainaih di Indonesiai terdiri dairi 2 (duai) ta ihaip ya iitu 

pendaifta irain taina ih untuk pertaimai kaili kemudiain pemelihaira ia in daita i 

pendaifta irain ta inaih. penda iftaira in taina ih untuk pertaima i kaili dilaiksa ina ikain 

melailui 2 (duai) jenis pendaiftaira in yaiitu penda iftaira in tainaih sistemaitik dain 

pendaifta irain ta inaih spora idik. Penda ifta irain ta inaih sistema itik dilaikuka in 

secaira i serentaik dengain praika irsa i Pemerintaih, daila im hail ini Baida in 

Pertaina iha in Naisiona il (BPN), untuk menda iftairka in bidaing taina ih yaing 

belum bersertifikait berdaisa irka in paida i sua itu rencainai kerjai jaingka i pa injaing 

da in taihunain sertai dilaiksa ina ikain di wilaiyaih-wilaiya ih yaing ditetaipka in oleh 

Menteri Negairai Aigra iriai/ Kepa ilai BPN seda ingkain penda iftaira in taina ih 

spora idik dilaikuka in aita is pra ikairsa i pemilik bidaing taina ih yaing belum 

terdaiftair.10 

Denga in mendaifta irkain taina ih, pemegaing ha ik aitais ta inaih a ikain menerima i 

bukti kepemilikain berupa i sertifikait. Denga in sertifikait ini, haik a ita is 

taina ihnya i aikain terjaimin, baihka in ketikai taina ih tersebut digunaika in dailaim 

a iktivitais perda igainga in. Meskipun penda iftaira in taina ih hairus terus 

dilaikuka in, hail ini sa ingait penting untuk memaistikain ba ihwa i ta inaih da ipa it 

memberikain kemaikmura in maiksimail ba igi mainusia i sesuaii dengain 

ha iraipa in. 

b. Teori Kepastian Hukum 

Pera iturain Hukum tertulis maiupun tidaik tertulis mengaindung norma i-

norma umum yang menjadi panduan bagi perilaku individu dalam 

komunitas dan menjadi pembatas bagi komunitas dalam menanggapi 

atau membatasi tindakan individu. Satjipto Rahardjo,menyatakan di 

dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang 

menjadi dasar pembentuknya. bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai 

 
10 Harris Yonatan Parmahan Sibuea,2011, Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama 

Kali, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, hlm 3 
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“jantungnya” peraturan hukum,sehingga untuk memahami suatu 

peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.11 

Definisi kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah 

kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu:12 

1. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

2. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap 

aturan- aturan tersebut. 

3. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir 

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu 

mereka menyelesaikan sengketa hukum. 

4. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah 

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan 

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat 

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu 

peraturan yang harus ditaati.13 

c. Teori Penyelesaian Sengketa 

Teori penyelesaian sengketa adalah suatu konsep yang memeriksa dan 

menganalisis kategori atau klasifikasi perselisihan atau ketegangan 

yang muncul dalam masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya 

konflik, dan metode atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri 

 
11  Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan,2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian 

Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol.01 No.01, hlm 13 
12 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta 
13 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta 
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sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan 

teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:14 

1. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi 

yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. 

2. Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia 

menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. 

3. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif 

yang memuaskan dari kedua belah pihak. 

4. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi 

sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. 

5. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa. 

Menurut Busroh, dari adanya konflik, timbul dua teori konflik yang 

berkembang, yaitu Fungsionalisme Struktural dan Pendekatan Konflik:15 

1. Teori Fungsionalisme Struktural 

mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas 

dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan 

tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan 

kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, 

masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke 

dalam suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai 

suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu 

terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di 

antara bagian- bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui 

teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat 

dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial 

selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. 

Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang 

dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-

 
14 Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati,2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan 

Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin, NOTARIUS, Vol 13 No. 2, 

hlm 5 
15 Ibid, hlm.6 
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perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan 

mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, 

ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui 

proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-

penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi 

sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, 

namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana 

2. Teori Pendekatan Teori Konflik, 

Setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah 

berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada 

setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam 

dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap 

masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi 

terjadinya disintegrasi dan perubahan- perubahan sosial, dan setiap 

masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang 

terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik 

bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas 

adanya unsur- unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat 

secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. 

Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang 

memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya. 

d. Teori Kekuasaan Kehakiman 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut 

sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.16 

 
16 Dachran Busthami, 2017, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di 

Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No 4, hlm.4 
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Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman, yang menyebutkan 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan 

berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatakan:17 

1. Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung. 

2. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing 

lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 

sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. 

1.4.2.  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah dasar penulisan yang berisi istilah, 

batasan, dan pembahasan konsep penelitian, bertujuan menghindari 

kesalahan penafsiran dan memudahkan pemahaman, termasuk 

penjelasan dan batasan istilah terkait judul skripsi. 

1. Analisis Yuridis: merupakan kegiatan analisis atau penilaian 

terhadap suatu perkara yang berkaitan pada aspek normatif yaitu 

peraturan perundang-undangan, aspek doktrin, dan aspek 

putusan pengadilan. 

2. Akta otentik: Akta otentik digunakan sebagai bukti yang kuat dan 

sah dalam perselisihan hukum. Ketika ada perselisihan mengenai 

isi atau pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian, akta otentik 

memberikan bukti tertulis yang kuat tentang apa yang telah 

disepakati oleh pihak- pihak yang terlibat. 

 
17  Tomson Situmeang, 2022,Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan 

Kehakiman Di Indonesia, Honeste Vivere, Vol 32 No. 2, hlm.6 
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3. Kekuatan Pembuktian: mengacu pada tingkat kepercayaan atau 

bukti yang diperlukan oleh Pengadilan atau badan penegak 

Hukum untuk membuktikan atau menolak suatu pernyataan atau 

suatu klaim dalam sebuah kasus hukum. 

4. Sengketa kepemilikan atas tanah: merupakan perbedaan 

pengakuan, nilai atau pendapat, kepentingan tentang keadaan 

penguasaan atas sebidang tanah tertentu yang tidak dijamin atau 

dijamin dengan hak (milik bersama), atau hak yang dijamin oleh 

pihak tertentu. 

 

 

 

  



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Kekuatan Pembuktian 

Dalam proseis pe iradilan, peimbuktian meirupakan suatu rangkaian peinting 

kareina ke idua beilah pihak saling meingajukan bukti-bukti seite ilah meilalui 

prose is re iplik dan duplik, pe imbuktian dalam peingadilan beirtujuan untuk 

meimpe irjeilas atau meimbe irikan titik teirang atas seingke ita atau peiristiwa yang 

teirjadi,pada proseis pe imbuktian,hakim akan meilihat seijauh mana gugatan 

yang dilakukan oleih pe inggugat teirbukti, dan se ijauh mana bantahan teirgugat 

atas dalil-dalil gugatan peinggugat yang tidak teirbukti.18 

Prinsip Pe imbuktian meinurut M.Yahya Harahap bahawa sisteim peimbuktian 

yang harus diteigakkan dan diteirapkan dalam peirkara gugatan adalah:19 

1. Pe imbuktian harus beirdasarkan alat bukti yang diteintukan Undang- 

undang Se isuai yang dirinci se icara hieirarki dalam pasal 164 HIR (pasal 

284 RGB) atau pasal 1866 KUH pe irdata alat bukti yang sah teirdiri atas:  

a.) Tulisan (akta) 

b.) Ke iteirangan saksi  

c.) Pe irsangkaan 

d.) Pe ingakuan  

e i.) Sumpah 

2. Ajaran peimbuktian beirdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RGB) atau 

pasal 1865 KUH Pe irdata dalam hal ini, seipe inuhnya beiban wajib bukti, 

(be iwijslast, burdein of proof) dibeibankan ke ipada peinggugat.

 

 
18  Sepriyadi Adhan,2021, Perspektif Sertifikat Elektronik Dalam Pembuktian Hukum 

Perdata, Proposal Penelitian Dasar Universitas Lampung, 
19  M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 40 
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3. Nilai keikuatan dalam proseis pe imbuktian yang sah, harus meincapai batas 

minimal peimbuktian. Alat bukti yang diajukan pe inggugat hanya beirnilai 

se ibagai alat bukti peirmulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu 

saksi (unus teistis) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seipeirti ini alat 

bukti yang harus diajukan oleih peinggugat be ilum meincapai batas minimal 

untuk meimbuktikan dalil gugatan. 

4. Yang sah se ibagai alat bukti, hanya teirbatas pada alat bukti yang 

meime inuhi syarat formil dan mateiril. Paling tidak asas dan sisteim 

pe imbuktian yang jeilas di atas, harus diteigakkan dan diteirapkan 

pe ingadilan dalam meimutus dan meinyeile isaikan gugatan. 

Pe imbuktian beirkaitan deingan ke imampuan meire ikonstruksi ke ijadian atau 

pe iristiwa masa lalu/past eiveints se ibagai suatu keibeinaran/truth.20  Me inge inai 

ke ikuatan peimbuktian Akta oteintik, dapat diklasifikasikan seibagai beirikut:21 

a) Ke ikuatan peimbuktian formil. Meimbuktikan antara para pihak bahwa 

meire ika sudah meineirangkan apa yang ditulis dalam akta teirseibut. 

b) Ke ikuatan peimbuktian mateiriil. Meimbuktikan antara para pihak bahwa 

be inar- beinar peiristiwa yang teirse ibut dalam akta itu teilah teirjadi. 

c) Ke ikuatan meingikat. Meimbuktikan antara para pihak dan pihak keitiga 

bahwa pada tanggal yang teirse ibut dalam akta yang beirsangkutan teilah 

meinghadap keipada peigawai umum tadi dan meine irangkan apa yang 

ditulis dalam akta teirse ibut, oleih kareina me inyangkut pihak keitiga, maka 

dise ibutkan bahwa akta oteintik meimpunyai ke ikuatan peimbuktian keiluar 

(orang luar). 

Dalam hal suatu akta oteintik teirpeinuhinya be intuk keikuatan peimbuktian 

lahiriah, formil dan mateiril,yaitu:22 

 

 
20  Bambang Eko Muljono,2017,Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan,Vol. 5 

No.1,Jurnal Independent,hlm.4 
21  Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata 

Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju:Bandung, hlm 67 
22 G.H.S. lumbang Sutobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 

hlm.54. 
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a) Ke ikuatan peimbuktian lahiriah 

Me inurut Eiffe indi, Bachtiar dkk, keikuatan pe imbuktian seicara lahiriah 

adalah seisuai deingan asas “acta publica probant se ise i ipsa” yang beirarti 

lahirnya akta seirta meirta tampak seibagai se ibuah akta oteintik seirta 

b) Ke ikuatan Peimbuktian Formil 

Se icara formil, suatu akta oteintik meinjamin ke ibeinaran dan keipastian 

“hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)” meinghadap, dan para pihak 

yang meinghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi dan teimpat 

dibuatnya akta. Seicara formil akta notaris yang oteintik mana 

meimbuktikan deingan seindirinya atas keibe inaran teirkait keisaksiannya 

yakni yang dilihat, dideingar maupun dialami seindiri oleih se iorang 

notaris seibagai seiorang peijabat beirwe inang dalam peilaksanaan 

jabatannya. 

c) Ke ikuatan Peimbuktian Mateiriil 

adalah teirkait keipastian teintang mateiri isi suatu akta, bahwa keiteirangan 

mana yang teirmuat pada akta meirupakan se ibagai peimbuktian yang sah. 

Ke iteirangan yang disampaikan peinghadap ke ipada notaris dituangkan 

dalam akta dinilai teilah beinar. 

2.1.2. Akta Hibah 

a. Definisi Akta Hibah 

Pe inge irtian dari hibah meinurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pe irdata (KUHPe irdata) adalah meinjeilaskan meinge inai suatu peirjanjian 

yang mana si peinghibah, pada masa waktu hidupnya deingan cuma-cuma 

dan tidak dapat ditarik keimbali, meinye irahkan seisuatu beinda guna 

ke ipeirluan si peine irima hibah yang meine irima peinye irahan itu, undang- 

undang tidak meingakui lain-lain hibah seilain hibah diantara orang yang 

masih hidup. 

Se ilanjutnya di dalam Pasal 1667 KUHPe irdata yang meinyatakan bahwa 

hibah hanya dapat dilaksanakan jika beinda-be inda yang teilah ada wujudnya. 

Jika objeik hibah yang dibeirikan keipada pihak lain meirupakan beinda-
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be inda yang baru akan ada dikeimudian hari, maka hibah teirse ibut 

dinyatakan batal.23 

Pasal 1867 KUHPe irdata meinyatakan: 

“Pe imbuktian deingan tulisan dilakukan de ingan tulisan-tulisan oteintik 

maupun deingan tulisan-tulisan di bawah tangan” 

Me inge inai tata cara leigalisasi yang meimeinuhi syarat meinurut bunyi Pasal 

1874 huruf (a) KUHPe irdata yaitu :24 

1. Pe inandatangan akta (para pihak) dikeinal atau dipeirke inalkan keipada 

Notaris. 

2. Se ibe ilum akta ditandatangani oleih para pe inghadap, Notaris teirleibih 

dahulu harus meimbacakan isinya. 

3. Ke imudian akta teirse ibut ditandatangani para peinghadap di hadapan 

Notaris. 

Prose idur (Prose is) pe inghibahan harus meilalui akta Notaris yang asli 

disimpan oleih Notaris beirsangkutan deingan Pasal 1687 KUHPe irdata, 

yaitu:25 

“Tiada suatu hibah, keicuali yang diseibutkan dalam pasal 1687, dapat, 

atas ancaman batal, dilakukan seilainnya de ingan suatu akta notaris, yang 

aslinya disimpan oleih notaris itu” 

Jadi prose is suatu hibah harus meilalui notaris dan tidak bisa meilakukan 

hibah di bawah tangan, agar seimua syarat hukum teirpe inuhi dan hibah 

teirse ibut meimiliki keikuatan hukum yang sah. De ingan meilibatkan notaris, 

dokumein hibah dapat teirjamin keiabsahannya dan meingurangi risiko 

se ingke ita di keimudian hari. 

 

 
23  Olivia Maudira Olanda ,2022,Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta 

Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris, Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7, hlm.2 
24  24Dimas Agung Prastomo,2017,Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang 

Dilegalisasi,Jurnal Akta Vol.4 No .4, hlm.733 
25 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Jakarta:PT 

Pradnya Pramita, hlm.436 
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b. Fungsi Akta Hibah 

Di dalam hukum, akta meimpunyai beirmacam-macam fungsi. Fungsi akta 

yang dimaksud dapat beirupa, antara lain:26 

1) Syarat untuk meinyatakan adanya suatu peirbuatan hukum. 

Suatu akta yang dimaksudkan deingan me impunyai fungsi se ibagai syarat 

untuk meinyatakan adanya suatu pe irbuatan hukum adalah bahwa 

de ingan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka beirarti peirbuatan 

hukum itu tidak teirjadi. Dalam hal ini akta oteintik teintang cara 

meinghibahkan se ibagaimana diteintukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683, 

dalam Pasal 1945 KUH Pe irdata teintang sumpah dimuka hakim untuk 

akta oteintik; seidangkan untuk akta di bawah tangan seipe irti halnya 

dalam Pasal 1610 teintang peimborongan ke irja, Pasal 1767 te intang 

pe iminjaman uang deingan bunga, Pasal 1851 KUH Pe irdata teintang 

pe irdamaian. Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk leingkapnya 

suatu peirbuatan hukum 

2) Se ibagai alat peimbuktian 

Fungsi suatu akta seibagai alat peimbuktian dimaksudkan bahwa deingan 

tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka beirarti peirbuatan hukum 

teirse ibut tidak dapat teirbukti adanya. Dalam hal ini dapat diambilkan 

contoh dalam pasal 1681, 1682, 1683 KUHPe irdata teintang cara 

meinghibahkan. Dalam konteiks ini, akta dibuat seibagai alat peimbuktian 

dikeimudian hari. 

c. Syarat Sah suatu Hibah 

Dalam peimbuatan peirjanjian atau hibah tidak teirle ipas dari syarat sahnya 

pe irjanjian yang disyaratkan meinurut peiraturan Pe irundang-undangan yang 

be irlaku. Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Peirdata teircantum 

dalam pasal 1682 KUHPe irdata yang beirbunyi: “Tiada suatu hibah, keicuali 

yang diseibutkan dalam Pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan 

se ilainnya deingan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleih notaris 

itu”. Seihingga dapat disimpulkan bahwa pe indaftaran akta hibah keipada 

 
26  Nurul Wafiqah Ashar,dkk, 2021, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian 

Mutlak Ahli Waris” Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.2, No. 4, hlm.5  
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notaris dalam hukum peirdata adalah meirupakan keiharusan. Apabila akta 

hibah tidak didaftarkan keipada notaris, maka akta hibah tidak dapat 

dikatakan se ibagai akta oteintik dan hibah dapat atas ancaman batal/tidak 

sah.27 

2.1.3. Tanah dan Hak atas Tanah 

a. Definisi tanah dan Hukum Agraria 

Tanah adalah salah satu objeik yang diatur oleih Hukum Agraria. Seiteilah 

be irlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang beirlandaskan 

pada Pasal 33 UUD 1945, maka pe iraturan pe irundang-undangan yang lama 

yang meirupakan produk zaman Hindia Be ilanda dalam bidang ke iagrarian 

dihapus. Pe iraturan teirse ibut diantaranya adalah Agrarisch Weit 1870 yang 

be irwatak libeiral kapitalis dan eiksploitasi. UUPA juga me incabut Domeiin 

Veirklaring yang dulunya deingan asas te irse ibut meimbeiri peiluang bagi 

pe imeirintah untuk meingklaim tanah-tanah yang tak beirtuan atau yang tidak 

dapat dibuktikan seibagai eiigeindom. Ke imudian konseip Domeiin diganti 

de ingan konseip Hak Me inguasai Ne igara. Pe inge irtian meinguasai bukan 

se ibagai peimilik tanah seipe irti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUPA bahwa “atas dasar keite intuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal- 

hal seibagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, 

teirmasuk keikayaan alam yang teirkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

teirtinggi dikuasai oleih neigara, seibagai organisasi keikuasaan seiluruh 

rakyat”. Keimudian dalam peinjeilasan UUPA angka II ayat (2) dikatakan 

antara lain bahwa : 28 

”tidak peirlu dan tidaklah pada teimpatnya bahwa bangsa Indoneisia atau 

ne igara beirtindak seibagai peimilik tanah. Adalah leibih teipat jika neigara 

se ibagai organisasi ke ikuasaan dari se iluruh rakyat (bangsa) be irtindak 

se ilaku Badan Peinguasa”. 

 
27 Dian Latifiani, 2015,Akta Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah,Abdimas Vol. 

19 No. 1, hlm.25 
28  Muhammad, 2019, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara 

Republik Indonesia, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 No. 2, hlm.5 
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Tanah yang diatur di dalam Hukum Agraria itu bukanlah Tanah dalam 

be irbagai aspeiknya, akan teitapi tanah dari aspeik yuridisnya yaitu yang 

be irkaitan langsung deingan hak atas tanah yang meirupakan bagian 

pe irmukaan bumi sabagai mana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang 

meine intukan atas dasar hak meinguasai dari neigara seibagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 diteintukan adanya macam macam hak atas peirmukaan Bumi, 

yang diseibut tanah yang dapat dibeirikan ke ipada dan dapat dipunyai oleih 

orang-orang baik seindiri maupun beirsama-sama deingan orang-orang lain 

se irta badan-badan Hukum. Peinge irtian meinge inai Tanah leibih lanjut diatur 

dalam Pasal 1 dan 2 Peiraturan Peime irintah Nomor 24 Tahun 1997 teintang 

Pe indaftaran Tanah, yang meingatakan bahwa Tanah adalah bagian 

pe irmukaan Bumi yang meirupakan suatu bidang yang teirbatas. 

b. Hak-Hak atas Tanah 

Hak-Hak Atas Tanah Meinurut UUPA antara lain seibagai beirikut:29 

1. Hak Milik 

Hak Milik adalah hak turun teimurun dan teirkuat seirta teirpe inuhi yang 

dapat dimiliki seise iorang atas keipeimilikan tanah. Turun teimurun artinya 

hak atas tanah teirse ibut teitap beirlangsung meiskipun yang meimpunyai 

Hak Milik meininggal dunia dan beirlanjut keipada ahli warisnya 

se ipanjang masih meimeinuhi peirsyaratan se ibagai hak milik. Teirkuat 

artinya hak milik atas tanah ini beirlangsung untuk jangka waktu yang 

tidak teirbatas dan seicara yuridis dapat dipe irtahankan teirhadap pihak 

lain.Seilanjutnya makna teirpeinuhi dalam Hak Milik artinya peimeigang 

Hak Milik meimiliki weiwe inang yang luas, yaitu peimeigang Hak Milik 

dapat meingalihkan, meinjaminkan, meinye iwakan bahkan meinye irahkan 

pe inggunaan tanah teirse ibut ke ipada pihak lain deingan me imbeirikan hak 

atas tanah yang baru (Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai). Teirmasuk 

dalam lingkup teirpeinuhi adalah bahwa dari seigi pe iruntukannya Hak 

Milik dapat dipeirgunakan untuk keipe irluan apa saja baik untuk usaha 

 
29 Indah Sari,2017,Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia 

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),Jurnal Mitra Manajemen Vol.9 No.1, hlm.28 
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pe irtanian maupun non peirtanian (rumah tinggal atau meindirikan 

bangunan untuk teimpat usaha) Luasnya ke iwe inangan yang dibeirikan 

oleih undang-undang ke ipada peimeigang Hak Milik se ibagaimana yang 

teirse ibut diatas, tidak beirarti peimeigang Hak Milik dapat beirbuat apa saja 

atau tanpa batas atas peinggunaan tanah te irse ibut. Meiskipun tanah itu 

be irstatus Hak Milik, peime igang Hak Milik dibatasi dalam suatu koridor 

aturan yang beirlaku dimana peime igang hak wajib meimpeirhatikan 

fungsi sosial atas tanah seibagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 

Undang-Undang Pokok Agraria yang artinya: 

a) Dalam aktivitas peinggunaan atau peimanfaatan tanah tidak boleih 

meinimbulkan keirugian keipada orang lain. 

b) Pe inggunaan tanah wajib diseisuaikan deingan peiruntukan yang teilah 

di teitapkan seisuai deingan reincana tata ruang. 

c) Pe inggunaan atau peimanfaatan tanah wajib meimpe irhatikan 

ke ipeintingan umum seilain keipe intingan pribadi. 

d) Tanah yang digunakan atau dimanfaatkan harus dipeilihara deingan 

baik dan meinceigah teirjadinya keirusakan tanah. 

e) Tanah yang digunakan tidak boleih diteilantarkan seihingga 

meinimbulkan keirugian atas tanah teirseibut, baik dari sisi keisuburan, 

pe inggunaan dan keimanfaatan atas tanah te irse ibut 

2. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha adalah hak untuk me ingusahakan tanah yang dikuasai 

oleih ne igara,dalam jangka waktu, luas tanah Hak Guna Usaha untuk 

pe irse iorangan minimum 5 heiktar dan luas maksimum 25 heiktar, 

se idangkan untuk badan hukum luas minimum 5 he iktar dan maksimum 

diteitapkan oleih Badan Peirtanahan Nasional (Pasal 28 ayat 2 UUPA jo 

pasal 5 Pe iraturan Peimeirintah Nomor 40 Tahun 1996). Jangka waktu 

dari Hak Guna Usaha paling lama 35 Tahun dan dapat dipeirpanjang 

untuk jangka waktu paling lama 25 Tahun. 
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3. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah laiinnya yang 

di iatur dalam Undang – Undang Pokok Agrari ia. Me inurut keiteintuan 

Pasal 35 Undang – Undang Pokok Agrari ia yang meine intukan seibagaii 

be iriikut: 

1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk meindi iriikan dan me impunyaii 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miili iknya se indiiri i, 

de ingan jangka waktu paliing lama 30 tahun. 

2) Atas pe irmiintaan peime igang hak dan deingan meingi ingat keipe irluan 

se irta keiadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu teirse ibut 

dalam ayat (1) dapat diipe irpanjang deingan waktu paliing lama 20 

tahun. 

3) Hak Guna Bangunan dapat beiraliih dan di ialiihkan keipada piihak 

laiin.30 

Jadi i dalam Pasal 35 UUPA di ijeilaskan bahwa Hak Guna Bangunan 

(HGB) adalah hak untuk meindi iri ikan bangunan-bangunan atas tanah 

yang bukan miiliiknya se indi iri i dalam jangka waktu 30 tahun .Atas 

pe irmiintaan peime igang hak deingan meingiingat keipeirluan dan keiadaan 

bangunan-bangunannya. Jangka waktu te irse ibut dapat diipeirpanjang 

waktu paliing lama 20 tahun. HGB dapat be iraliih dan diialiihkan keipada 

pi ihak laiin. Pe inggunaan tanah yang diipunyaii de ingan HGB adalah untuk 

meindi iri ikan bangunan-bangunan, meiliiputi i bangunan rumah, teimpat 

tiinggal, usaha peirkantoran, peirtokoan iindustri i dan laiin-laiin. 

Orang atau badan hukum yang meimpunyaii HGB dan ti idak lagii 

meime inuhii syarat, dalam waktu satu tahun waji ib meile ipaskan atau 

meingaliihkan ke ipada piihak laiin yang me imeinuhi i syarat. Ji ika dalam 

waktu teirse ibut ti idak diipe irhatiikan/diilaksanakan, maka hak teirse ibut 

hapus kareina hukum deingan keiteintuan bahwa hak piihak laiin akan 

di ipiindahkan meinurut ke iteintuan pe iraturan pe irundang-undangan yang 

be irlaku. 

 
30 Kartini Muljadi dan  Gunawan Widjaja, 2007, Hak-hak atas tanah, Jakarta: 

Kencana,hlm.190 
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4. Hak Pakaii 

Hak Pakai i adalah hak untuk meinggunakan dan/atau meimungut hasiil 

darii tanah yang diikuasai i langsung oleih neigara atau tanah hak miiliik atau 

di i atas Tanah Peinge ilolaan. Hak Pakaii me imbeiri i we iwe inang dan juga 

ke iwajiiban yang diiteintukan dalam keiputusan peimbe iriian haknya oleih 

pe ijabat yang beirwe inang atau dalam peirjanjiian deingan peimi iliik tanah 

yang beirsangkutan yang bukan peirjanjiian se iwa-meinye iwa atau 

pe irjanjiian peingolahan tanah. Makna kata “meinggunakan” beirartii dapat 

meindi iri ikan bangunan dii atas tanah teirse ibut, se idang kata “meimungut 

hasi il” beirartii me imanfaatkan tanah te irse ibut untuk keipe intiingan 

pe imeigang haknya, miisalnya peirtaniian, pe iteirnakan, peiriikanan atau 

pe irkeibunan. Hak Pakaii diibe iri ikan untuk jangka waktu 25 tahun dan 

dapat diipe irpanjang. Pe irpanjangan iini i se iri ing di iartiikan untuk se ilama 15 

tahun akan teitapii Hak Pakaii yang diibeiri ikan keipada subyeik hukum 

teirte intu diibe iri ikan deingan jangka waktu seilama tanah teirse ibut 

di igunakan, yaiitu hanya diibe iriikan keipada keimeinteiri ian, leimbaga 

pe imeiri intah non deiparteimein, pe ime iriintah dae irah, peirwaki ilan neigara 

asi ing, peirwaki ilan badan iinteirnasi ional, badan keiagamaan dan badan-

badan sosi ial. 

c. Cara memperoleh Hak Milik atas Tanah 

Dalam meimpe iroleih Hak Mi ili ik atas Tanah di i Iindone isi ia. Dapat ,meilaluii 

be ibeirapa cara yaiitu:31 

1. Te irjadii kareina hukum adat 

Te irjadiinya hak atas tanah meinurut hukum adat biiasanya beirsumbe ir 

pada peimbukaan hutan yang meirupakan tanah ulayat suatu 

masyarakat hukum adat. Cara-cara teirse ibut ke imudiian akan diiatur 

supaya tiidak teirjadii hal-hal yang meirugi ikan keipe intiingan umum, 

se ibab pe imbukaan hutan yang tiidak te iratur dan me imbabii buta teintu 

pada giiliirannya akan meinye ibabkan akiibat yang sangat meirugi ikan. 

 
31 Juosfiel Sadpri Pansariang , 2014,Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas 

Tanah Di Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Vol.2 No. 3, hlm.29 
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2. Te irjadii kareina pe ineitapan peimeiri intah 

Hak miili ik yang teirjadii kareina peine itapan peime iriintah diibe iri ikan oleih 

i instansii yang be irwe inang meinurut cara dan de ingan syarat-syarat yang 

di iteitapkan deingan pe iraturan-peiraturan pe imeiri intah. Peimbe iriian hak 

atas tanah meinurut peine itapan peime iriintah i inii di ibe iri ikan darii tanah 

yang seimula beirstatus tanah neigara, atas dasar Peiraturan Meinteiri i 

Ne igara Agrariia/ Keipala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Te intang 

Pe iliimpahan keiwe inangan Peimbe iriian dan Pe imbatalan Keiputusan 

Pe imbeiri ian Hak Atas Tanah Neigara. 

3. Te irjadii kareina ke iteintuan Undang-undang 

Pasal 1 ke iteintuan konveirsi i, yang meinyatakan; Hak miiliik atau 

E iiige indom atas tanah yang ada pada mulaii be irlakunya undang-undang 

i inii se ijak saat teirse ibut meinjadii hak miili ik, keicualii jiika yang 

meimpunyaii ti idak meime inuhii syarat se ibagai i yang teirse ibut dalam Pasal 

12. Untuk meimpeirole ih hak-hak miiliik atas tanah teirse ibut diilaksanakan 

de ingan keiteintuan Peiraturan Peimeiri intah Nomor 10 Tahun 1961, 

se ibagaiimana diiubah de ingan Peiraturan Peimeiri intah Nomor 24 Tahun 

1997 teintang Peindaftaran Tanah. Keite intuan teintang keiwajiiban bagii 

Pe imeiri intah dan peimeigang hak, untuk meinye ileinggarakan peindaftaran 

tanah dii se iluruh wi ilayah Reipubli ik Iindone isi ia diiatur dalam Pasal 19 

ayat (2) Undang- undang Pokok Agrariia, Pasal iini i meili iputii; 

a. Pe ingukuran, peirpe itaan, dan peimbukuan tanah; 

b. Pe indaftaran hak-hak atas tanah dan peiraliihan hak-hak teirse ibut; 

c. Pe imbeiri ian surat-surat tanda buktii hak, yang beirlaku seibagaii alat 

pe imbuktiian yang kuat. 

d. Penerbitan Sertifikat Tanah 

Se irtiifi ikat seibagaii surat tanda buktii hak, di iteirbi itkan untuk keipe intiingan 

pe imeigang hak yang be irsangkutan, se isuaii de ingan data fiisi ik yang ada dalam 

surat ukur dan data yuriidi is yang teilah di i daftar dalam buku tanah. 

Me impeirole ih se irtiifi ikat adalah hak peimeigang hak atas tanah, yang diijamiin 

undang-undang. Di i dalam Pasal 31, Peiraturan Peime iriintah Nomor 24 
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Tahun 1997 teintang peindaftaran tanah diikatakan bahwa: Seirti ifiikat 

di iteirbi itkan untuk keipeinti ingan peimeigang hak yang beirsangkutan seisuaii 

de ingan data fiisi ik dan data yuriidi is yang te ilah diidaftar dalam buku tanah 

se ibagaiimana diimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). Deingan kata laiin se iteilah 

teirpe inuhi i syarat-syarat pada Pasal 30, maka dapatlah diike iluarkan seirtiifi ikat 

hak atas tanah. Peine irbiitan seirtiifi ikat diimaksudkan agar peimeigang hak 

dapat deingan mudah meimbuktiikan haknya. Ole ih kareina i itu, se irti ifiikat 

meirupakan alat peimbuktiian yang kuat.32 

2.1.4. Sengketa Kepemilikan Tanah 

a. Definisi Sengketa Tanah 

Se ingke ita tanah adalah konfliik atau peirse iliisi ihan yang tiimbul antara dua 

atau leibiih pi ihak me ingeinai i ke ipeimi iliikan, pe inggunaan, atau hak-hak teirkaiit 

de ingan se ibuah propeirti i atau lahan. Konfliik me inge inaii tanah se iriingkalii 

meili ibatkan iisu-i isu te irkaiit de ingan batas-batas propeirti i, hak-hak 

pe inggunaan tanah, keipe imiili ikan, atau klaiim teirhadap tanah atau propeirtii. 

Tanah teilah seicara beirulang meinjadii pe imiicu konfliik dan teirkadang 

meingaki ibatkan keirugi ian nyawa. Dalam konteiks ge ijala sosiial, konfliik 

agrariia yang teirkaiit de ingan tanah adalah suatu prose is i inte iraksi i yang 

si igni ifiikan antara dua (atau leibiih) orang atau keilompok yang masiing- 

masiing meimpe irjuangkan keipe intiingannya atas objeik yang sama, yaiitu 

tanah dan beinda-beinda laiin yang beirkai itan de ingan tanah.33 

Se ingke ita dan konfliik peirtanahan meirupakan beintuk peirmasalahan yang 

si ifatnya kompleik dan multii di imeinsi i. Seingke ita atau Konfliik Peirtanahan 

meinjadii pe irsoalan yang klasiik dan beirke ipanjangan kareina biiasanya 

be irlangsung dalam kurun waktu tahunan dan se ilalu ada diimana-mana.34 

 
32 Ibid, hlm.32 
33  Layyin Mahfiana,2013, Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten 

Ponorogo,Jurnal Kodifikasia, Vol. 7 No.1 hlm 87 
34 Sumarto, 2012 ,“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win 

Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Diklat Direktorat Konflik Pertanahan 

Kemendagri, hlm.2 
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b. Klasifikasi Sengketa Tanah 

meinurut Badan Peirtanahan Reipubliik Iindone isi ia (BPN RIi) se icara gariis 

be isar tiipologi i konfliik pe irtanahan dapat diike ilompokkan meinjadii 8 

(de ilapan) bagiian yaiitu:35 

1. Pe inguasaan tanah tanpa hak, yaiitu peirbe idaan peirse ipsi i, niilaii atau 

pe indapat, keipe intiingan meinge inaii status pe inguasaan dii atas tanah 

teirte intu yang tiidak atau beilum diileikatii hak (tanah Neigara) maupun 

yang teilah diileikatii hak oleih pi ihak teirteintu. 

2. Se ingke ita batas yaiitu peirbe idaan peindapat, ni ilaii keipe intiingan meinge inaii 

leitak, batas dan luas biidang tanah yang di iakuii satu piihak yang teilah 

di iteitapkan oleih Badan Peirtanahan Nasi ional Reipubli ik Iindoneisi ia 

maupun yang masiih dalam proseis pe ineitapan batas. 

3. Se ingke ita wariis, yai itu peirbeidaan peirse ipsi i, niilaii atau peindapat, 

ke ipeinti ingan meingeinai i status peinguasaan di i atas tanah teirteintu yang 

be irasal darii wari isan. 

4. Jual be irkalii-kalii, yaiitu pe irbe idaan peirse ipsi i, ni ilaii atau peindapat, 

ke ipeinti ingan meingeinai i status peinguasaan di i atas tanah teirteintu yang 

di ipeirole ih darii jual beili i keipada leibi ih darii 1 (satu) orang. 

5. Se irtiifi ikat ganda, yaiitu peirbe idaan peirse ipsi i, ni ilaii atau peindapat, 

ke ipeinti ingan meingeinai i suatu biidang tanah teirteintu yang meimiili ikii 

se irtiifi ikat hak atas tanah leibiih dari i 1 (satu). Dan se irti ifi ikat peinggantii, 

yaiitu peirbe idaan peirse ipsi i, ni ilaii atau peindapat, keipeinti ingan meinge inaii 

suatu biidang tanah teirteintu yang teilah diite irbiitkan seirtiipi ikat hak atas 

tanah peinggantii. 

6. Akta Jual Be ilii Palsu, yai itu peirbe idaan peirse ipsi i, ni ilaii atau peindapat, 

ke ipeinti ingan meinge inaii suatu biidang tanah te irteintu kareina adanya Akta 

Jual Beili i palsu. 

7. Ke ike iliiruan peinunjukan batas, yaiitu pe irbeidaan peindapat, niilaii 

ke ipeinti ingan meinge inaii leitak, batas dan luas bi idang tanah yang diiakuii 

 
35  Badan Pertanahan Nasional,http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan- 

Kasus-Pertanahan, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023. 

http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-
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satu piihak yang teilah diite itapkan oleih Badan Peirtanahan Nasiional 

Re ipubliik Iindone isi ia be irdasarkan peinunjukan batas yang salah. dan 

tumpang tiindi ih, yaiitu peirbe idaan peindapat, niilaii keipe intiingan 

meinge inaii leitak, batas dan luas biidang tanah yang diiakuii satu piihak 

teirte intu kareina teirdapatnya tumpang tiindi ih batas keipe imiiliikan 

tanahnya 

8. Putusan Pe ingadi ilan, yaiitu pe irbeidaan pe irse ipsi i, ni ilaii atau pe indapat, 

ke ipeinti ingan meingeinai i putusan badan pe iradiilan yang beirkaiitan 

de ingan subyeik atau obyeik hak atas tanah atau meinge inaii prose idur 

pe ineirbi itan hak atas tanah teirte intu. 

Me inurut Hasi im Purba, Tiipologii se ingke ita pe irtanahan teirbagii ke idalam 3 

(tiiga) be intuk yaiitu:36 

1. Se ingke ita Horiizontal yaiitu : antara masyarakat deingan masyarakat 

laiinnya. 

2. Se ingke ita Veirtiikal yaiitu : antara masyarakat deingan pe imeiri intah, dan 

3. Se ingke ita Horiizontal – Veirti ikal yaiitu : antara masyarakat deingan 

pe ingusaha (iinveistor) yang dii backup peime iriintah (oknum peijabat) dan 

pre iman. 

Me inurut Mariia S.W. Sumardjono yang di ikutiip Sholi ih Mua’di i dalam 

di ise irtasiinya, seicara gariis beisar meimbagi ikan tiipologi i seingke ita tanah 

ke idalam 5 (liima) keilompok yaiitu:37 

1. Kasus-kasus yang be irke inaan de ingan pe inggarapan rakyat atas areial 

pe irkeibunan, ke ihutanan dan laiin-laiin. 

2. Kasus-kasus yang be irke inaan deingan pe ilanggaran peiraturan landreiform. 

3. Kasus-kasus be irke inaan de ingan e ikse is-e ikse is dalam peinye idi iaan tanah 

untuk peimbangunan. 

4. Se ingke ita peirdata yang beirkeinaan deingan masalah tanah, 

 
36 Hasim Purba, 2010, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS 

Perkebunan” Jurnal Law Review, UPH, Vol.10 No 2, hlm.167 
37 Sholih Mua’di, 2008, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara 

Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi Program Doktor 

Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm.1 
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5. Se ingke ita yang beirke inaan deingan Hak Ulayat. 

c. Bentuk Penyelesaian Sengketa 

1. Liiti igasii 

Pe inye ileisai ian Seingke ita oleih para piihak yang be irse ingkeita dapat 

di iteimpuh meilaluii jalur liitiigasi i atau meilalui i leimbaga peiradiilan neigara. 

Prose is Li itiigasi i dalam hal iinii be irartii dalam peinye ileisai ian seingke ita akan 

di ipeiri iksa oleih hakiim peingadi ilan dalam suatu rangkaiian peirsi idangan. 

Dalam proseis pe inyeile isaiian se ingke ita pada peingadiilan meimiiliiki i 

ke ileibi ihan yaiitu, meimi iliiki i keikuatan hukum yang pastii, beirsi ifat fiinal, 

dan mampu meinci iptakan keipasti ian hukum deingan posi isi i para pi ihak 

meinang atau kalah (wiin and lose i posi itiion) se irta dapat diipaksakan 

pe ilaksanaan putusannya atau dapat di ieikse ikusi i apabiila pi ihak yang kalah 

tiidak mau meilaksanakan iisi i putusan peingadiilan.38 

Prose is pe inye ileisai ian se ingkeita peirdata dii pe ingadiilan diimulaii deingan 

upaya pra-gugatan, se ipeirtii ne igosi iasi i damaii atau meidi iasii. Apabiila 

se ingke ita tiidak dapat diise ileisai ikan se icara damaii, pi ihak yang meirasa 

di irugiikan meingajukan gugatan kei pe ingadiilan, diii ikutii oleih si idang 

pe irdana dan peimeiri iksaan buktii. Pe ingadi ilan ke imudiian meinge iluarkan 

putusan, yang dapat meinjadii subje ik bandi ing atau kasasii. Prose is i ini i 

meincapaii fi inaliitas se iteilah putusan diie ikse ikusi i. Adapun be ibeirapa jeini is 

upaya hukum yang dapat diiajukan diiantaranya adalah:39 

a. Upaya Hukum biiasa 

1) Pe irlawanan/ veirze it 

Suatu upaya hukum teirhadap putusan di i luar hadiirnya te irgugat 

(putusan veirste ik). Dasar hukum ve irze it dapat diiliihat di i dalam 

pasal 129 HIiR. Veirzeit dapat diilakukan dalam teimpo/teinggang 

waktu 14 hari i (teirmasuk harii li ibur) se ite ilah putusan putusan 

 
38 Rosita,2017,Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Al- 

Bayyinah: Journal of Islamic Law Vol.6 No. 2, hlm 2 
39  Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Upaya Hukum dalam Hukum Acara 

Perdata,https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum- Acara-

Perdata.html diakses pada 2 Desember 2023 

http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-
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ve irsteik di ibe iriitahukan atau diisampaiikan ke ipada teirgugat kareina 

teirgugat tiidak hadiir. 

Syarat veirzeit adalah (pasal 129 ayat (1) HIiR): 

1. ke iluarnya putusan veirsteik 

2. jangka waktu untuk meingajukan peirlawanan adalah tiidak 

boleih leiwat darii 14 harii dan jiika ada eikse ikusi i tiidak boleih 

leibi ih darii 8 hari i; dan 

3. ve irzeit diimasukan dan diiajukan keipada Ke itua Peingadi ilan 

Ne ige irii di i wi ilayah hukum diimana peinggugat meingajukan 

gugatannya. 

2) Bandiing 

Bandiing adalah upaya hukum yang diilakukan apabiila salah satu 

pi ihak tiidak puas teirhadap putusan Peingadiilan Neige irii. Dasar 

hukumnya adalah UU No 4/2004 te intang Pe irubahan Atas 

Undang-undang Pokok Ke ikuasaan dan UU No 20/1947 teintang 

Pe iradiilan Ulangan. Pe irmohonan bandiing harus di iajukan keipada 

paniite ira Peingadiilan Neige iri i yang meinjatuhkan putusan (pasal 7 

UU No 20/1947). 

Urutan bandiing meinurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU 

No 20/1947 meincabut keiteintuan pasal 188-194 HIiR, yai itu: 

1. ada peirnyataan iingi in bandiing 

2. paniite ira meimbuat akta bandiing 

3. di icatat dalam reigi isteir i induk pe irkara 

4. pe irnyataan bandiing harus sudah di iteiri ima oleih teirbandiing 

paliing lama 14 harii se isudah pe irnyataan bandiing te irse ibut 

di ibuat. 

5. pe imbandiing dapat meimbuat meimorii bandi ing, teirbandi ing 

dapat meingajukan kontra meimorii bandiing. 

3) Kasasi i  

Me inurut pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 

kasasi i adalah peimbatalan putusan atas peine itapan peingadiilan dari i 
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se imua liingkungan peiradiilan dalam tiingkat peiradiilan akhiir. 

Putusan yang di iajukan dalam putusan kasasi i adalah putusan 

bandiing. Alasan yang diipe irgunakan dalam peirmohonan kasasi i 

yang di iteintukan dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 

5/2004 adalah: 

1. tiidak beirwe inang (baiik keiwe inangan absolut maupun reilatiif) 

untuk meilampauii batas weiwe inang; 

2. salah meineirapkan/meilanggar hukum yang be irlaku; 

3. lalaii meime inuhii syarat-syarat yang diiwajiibkan oleih peiraturan 

pe irundang-undangan yang meingancam keilalaiian deingan 

batalnya putusan yang beirsangkutan. 

b. Upaya Hukum Luar biiasa 

1) Pe ini injauan keimbalii (re iqueist ci iviil) 

Apabi ila teirdapat hal-hal atau keiadaan-keiadaan yang diiteintukan 

de ingan undang-undang, teirhadap putusan pe ingadiilan yang teilah 

be irkeikuatan huiikum te itap dapat diimi intakan pe iniinjauan keimbalii 

ke ipada Mahkamah Agung dalam peirkara pe irdata dan piidana oleih 

pi ihak-piihak yang beirke impeintiingan. [pasal 66-77 UU no 14/1985 

jo. UU no 5/2004] 

Alasan-alasan peini injauan keimbalii meinurut pasal 67 UU no 

14/1985 jo. UU no 5/2004, yaiitu: 

1. ada novum atau buktii baru yang diikeitahuii se iteilah peirkaranya 

di iputus yang diidasarkan pada buktii-buktii yang keimudi ian 

oleih haki im piidana yang diinyatakan palsu; 

2. apabiila seiteilah peirkara diiputus, di iteimukan surat-surat buktii 

yang be irsi ifat meineintukan yang pada waktu pe irkara diipe iri iksa 

tiidak dapat diiteimuksn; 

3. apabiila teilah diikabulkan suatu hal yang ti idak diituntut/leibiih 

dariipada yang diituntut; 

4. apabiila meinge inaii se isuatu bagi ian darii tuntutan beilum di iputus 

tanpa diipeirti imbangkan seibab-se ibabnya; 
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5. apabiila dalam satu putusan teirdapat suatu ke ikhiilafan 

hakiim/suatu keike iliiruan yang nyata. 

Te inggang waktu pe ingajuan 180 harii se ite ilah putusan be irke ikuatan 

hukum teitap. (pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung 

meimutus pe irmohonan peini injauan keimbali i pada tiingkat peirtama 

dan teirakhiir (pasal 70 UU no 14/1985). 

2) Pe irlawanan piihak keitiiga (de indeirve irze it) teirhadap si ita 

e ikse ikutoriial 

Te irjadii apabiila dalam suatu putusan pe ingadiilan meirugi ikan 

ke ipeinti ingan darii piihak keiti iga, maka piihak keiti iga teirse ibut dapat 

meingajukan peirlawanan teirhadap putusan te irse ibut. Dasar 

hukumnya adalah 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIiR. Di ikatakan 

se ibagaii upaya hukum luar biiasa kareina pada dasarnya suatu 

putusan hanya meingiikat pi ihak yang be irpeirkara saja (piihak 

pe inggugat dan teirgugat) dan tiidak mneigi ikat piihak keitiiga (tapii 

dalam hal iini i, hasi il putusan akan meingi ikat orang laiin/piihak ke itiiga, 

oleih se ibab i itu diikatakan luar biiasa). De inde irveirze it di iajukan kei 

Pe ingadiilan Neige irii yang meimutus peirkara teirse ibut pada tiingkat 

pe irtama. 

Jadi i, Pe inyeile isaiian se ingkeita meilaluii liitiigasi i adalah proseis di i pe ingadiilan, 

di i mana piihak-piihak beirse ingke ita meingi ikutii tata cara peirsi idangan 

hukum acara. Me ireika saliing me inghadapii untuk meimbuktiikan 

ke ibeinaran, dan proseis i ini i meinghasi ilkan putusan peingadi ilan. 

2. Non-Li itiigasi i 

Pe inye ileisai ian seingke ita meilaluii non-liiti igasii, adalah peinye ileisai ian 

se ingke ita diiluar peingadiilan, dalam peirspe iktiif Undang-Undang Nomor 

30 tahun 1999 teintang Arbiitrasei dan Alteirnatiif Pe inye ileisaiian Se ingke ita, 

Alteirnatiive i Diispute i Reisoluti ion adalah suatu siiste im peinye ileisai ian 

se ingke ita dii luar peingadi ilan beirdasarkan keise ipakatan para piihak de ingan 

meinge isampiingkan peinye ileisai ian seingke ita se icara liitiigasi i dii peingadi ilan. 
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Dalam Peinye ileisai ian se ingkeita Non-Liiti igasi i dapat diiteimpuh meilaluii 

ne igosi iasii (musyawarah), meidiiasi i, arbiitrase i, dan konsiili iasii. 

a. Ne igosi iasi i 

Ne igosi iasi i adalah suatu cara untuk meincarii pe inye ileisaiian masalah 

meilaluii musyawarah untuk meincapaii kata se ipakat seicara langsung 

antara piihak-pi ihak yang beirse ingkeita yang hasi ilnya dapat diiteiri ima 

oleih para piihak teirse ibut.40 

b. Me idi iasii 

Be irbeida de ingan Neigosi iasi i, prose is me idiiasi i meiliibatkan piihak keiti iga 

se ibagaii meidiiator. Keiteintuan hukum teintang meidi iasi i yang diiatur 

dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 teirse ibut meirupakan suatu proseis 

ke igiiatan seibagaii ke ilanjutan darii gagalnya ne igosi iasii yang diilakukan 

oleih para piihak yang beirse ingkeita, Meinurut Achmad Ali i

41 , bahwa 

meidi iator adalah seiorang yang neitral dan tiidak be irtiindak se ibagai i 

se iorang hakiim, di ia tiidak meimpunyaii otori itas untuk meinjatuhkan 

putusan. 

c. Arbi itrasei 

Arbi itrasei yang me irupakan salah satu alteirnatiif pe inyeile isaiian 

se ingke ita (alteirnatiivei di ispute is re isolutiion) yang be irtujuan untuk 

meinye ileisai ikan peirkara atau seingke ita peirdata diiluar peingadiilan yang 

teitap meimbeiri ikan jamiinan keipasti ian hukum deingan meinggunakan 

meitode i beiracara yang miiri ip de ingan acara pada peiradiilan formal. 

Akan teitapii peiradiilan arbiitrasei iini i bukanlah suatu leimbaga peiradiilan 

se ibagaiimana yang diimaksudkan oleih Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3) yang meinyatakan bahwa "Se imua 

Pe iradiilan dii se iluruh wiilayah Neigara Re ipubliik Iindoneisi ia adalah 

Pe iradiilan Ne igara yang diiatur deingan Undang Undang".42 

 
40  Gatot Soemartono, 2006,Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, hlm 1 
41 Achmad Ali,1999, Pengadilan dan Masyarakat, Ujung Pandang: Hasanuddin 

University Press), hlm 17 
42 Hasnan Hasbi, 2019, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase”, 

Al-Ishlah: Vol.21 No.1 hlm.18 
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d. Konsi ili iasii 

Konsi ili iasii adalah salah satu leimbaga peinye ileisai ian peirse ili isi ihan di i 

luar peingadiilan yang meiliibatkan seiorang piihak keiti iga atau leibi ih, 

di imana piihak keiti iga yang diii ikutse irtakan untuk meinye ileisai ikan 

se ingke ita adalah seiorang yang seicara profe isi ional sudah dapat 

di ibuktiikan ke ihandalannya, konsiili iator dalam proseis konsi ili iasi i i ini i, 

meimi iliiki i peiran yang cukup beirartii, ole ih kareinanya meinge inaii duduk 

pe irsoalan darii masalah atau seingkeita yang diihadapii.43 Pe inye ileisai ian 

meilaluii konsi iliiasi i diilaksanakan seiteilah para piihak meincacatkan

 pe irse iliisi ihannya keipada iinstansi i ke iteinagakeirjaan seiteimpat, dan 

se iteilah meineiri ima saran peijabat keite inagakeirjaan seiteimpat, para 

pi ihak seipakat untuk meimi iliih pe inyeileisai ian meilaluii konsi ili iasii. 

Pe imiili ihan konsiiliiator diilakukan darii daftar nama konsiiliiator yang 

di ipasang dan diiumumkan pada kantor i instansii ke iteinagakeirjaan 

se iteimpat. Pe irmiintaan peinyeile isaiian meilalui i konsi iliiator yang diipi iliih 

oleih para pi ihak diilakukan deingan ke ise ipakatan teirtuliis. Pe inye ileisai ian 

pe irse iliisi ihan meilaluii konsi ili iasii di ilakukan oleih konsi iliiator yang 

teirdaftar pada kantor iinstansi i keite inagake irjaan Kabupatein/Kota 

(Pasal 17 dan 18 UU No. 2 Tahun 2004). 

 

 

 

  

 
43  Tris Widodo,2016, “Pernyelesaian Secara Konsilasi Dalam Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Menurut Uu No. 2 Tahun 2004”, Jurnal Warta Edisi:49 hlm.4 
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2.2. Profil Instansi 

2.2.1. Deskripsi Instansi 

a. Nama Instansi 

Pe ingadiilan Neige irii Liiwa ke ilas IiIi yang beirke idudukan dii Kabupatein 

Lampung Barat, Keicamatan Baliik Buki it,Ke ilurahan Way Meingaku, Kota 

Liiwa. Me irupakan peiradiilan umum yang beirada dii bawah Peingadiilan 

Tiinggi i TanjungKarang yang be irtugas meine iriima,meimeiri iksa dan me imutus 

se irta meinye ileisai ikan peirkara pada tiingkat peirtama. Wiilayah hukum 

Pe ingadiilan Neige iri i Liiwa meiliiputii 2 (dua) Kabupatein yaiitu: Kabupatein 

Lampung Barat dan Kabupatein Pe isi isi ir Barat. 

b. Logo dan Arti Lambang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo Pengadilan Negeri Liwa 

1. Be intuk: Peiri isaii (Jawa : Tameing) / bulat teilur 

2. Iisi i: 

a)  Gari is Te ipi i 

5 (liima) gariis yang meili ingkar pada si isi i luar

 lambang meinggambarkan 5 (liima) siila dari i Pancasiila. 

b) Tuliisan 

Tuliisan “PE iNGADIiLAN NE iGE iRIi LIiWA” yang meili ingkar di i atas 

se ibatas gariis leingkung pe iriisai i bagiian atas meinunjukan Badan, 

Leimbaga peingguna lambang teirse ibut 
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c) Lukiisan Cakra 

Dalam ceiri ita wayang (peiwayangan), Cakra adalah seinjata Kreisna 

be irupa panah beiroda yang diigunakan se ibagaii se injata “Pamungkas” 

(teirakhi ir). Cakra diigunakan untuk meimbeirantas keitiidak adiilan. Pada 

lambang Mahkamah Agung, Cakra tiidak te irlukiis se ibagaii cakra yang 

se iri ing/banyak diijumpaii miisalnya Cakra pada lambang Kostrad, 

lambang cakra yang (sudah) diileipas dari i busurnya. Kala cakra 

di ileipas darii busurnya roda panah (Cakra) beirputar darii tiiap ujung 

(ada deilapan) yang teirdapat pada roda panah (Cakra) meinge iluarkan 

apii. Pada lambang Mahkamah Agung cakra di ilukiis se idang be irputar 

dan meinge iluarkan liidah api i (Be ilanda vlam). Cakra yang rodanya 

be irputar dan meinge iluarkan liidah apii meinandakan Cakra sudah 

di ileipas darii busurnya untuk meinjalankan fungsiinya. Jadii pada 

lambang Mahkamah Agung, cakra diigambarkan seibagaii Cakra yang 

“aktiif” bukan Cakra yang “statiis”. 

d) Pe iri isaii Pancasi ila 

Pe iri isaii Pancasi ila teirleitak diite ingah-teingah Cakra yang seidang 

meinjalankan fungsi inya meimbe irantas ke itiidakadiilan dan 

meine igakkan keibe inaran. Hal iitu me irupakan ceirmi inan darii pasal 1 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusnya : 

“Ke ikuasaan Keihaki iman adalah Keikuasaan Neigara yang meirdeika 

untuk meinye ileinggarakan peiradiilan guna meine igakkan hukum dan 

ke iadiilan beirdasarkan Pancasiila, deimi i teirse ile inggaranya Ne igara 

Hukum Re ipubliik Iindone isi ia.” 

Catatan: Rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

sama deingan rumusan pasal Nomor 1 Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970. 

e) Untaiian Bunga Me ilatii 

Te irdapat 2 (dua) untaiian bunga meilatii masi ing-masiing te irdiiri i darii 

atas 8 (deilapan) bunga meilatii, me iliingkar se ibatas gariis le ingkung 

pe iriisai i bagiian bawah 8 (deilapan) siifat keite iladanan dalam 

ke ipeimi impiinan (hastabrata). 
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f) Tuliisan “Dharmayuktii” 

Pada tuliisan “dharmmayuktii” teirdapat 2 huruf M yang be irjajar. Hal 

i itu diise isuai ikan deingan be intuk tuliisan “dharmmayuktii” yang diituliis 

de ingan huruf Jawa. Deingan meinggunakan doublei huruf M huruf “A” 

yang teirdapat pada akhiir kata “dharma” akan diilafal seibagaii “A” 

se ipe irtii pada ucapan kata “acara”, “dua”, “lupa”, dan seibagaiinya. 

Apabi ila meinggunakan 1 (satu) huruf “M”, huruf “A” yang teirdapat 

pada akhiir kata “dharmma” meimungkiinkan diilafal seibagaii huruf “O” 

se ipe irtii lafal “O” pada kata “motor”, “bohong”, dan laiin-laiinnya. 

Kata “dharmma” meingandung artii Bagus, Utama, Ke ibaiikan 

se idangkan “yuktii” meingandung artii Se isungguhnya, Nyata. Jadii kata 

“dharmmayuktii” 36 meingandung artii ke ibaiikan/keiutamaan yang 

nyata/yang seisungguhnya yakiin yang beirwujud se ibagaii ke ijujuran, 

ke ibeinaran dan keiadiilan. 

c. Visi dan Misi Instansi 

Visi: 

“Me iwujudkan Peingadi ilan Neigeiri i Liiwa Yang Agung” 

Misi: 

1. Me injaga keimandiiriian Pe ingadiilan Neige iri i Liiwa; 

2. Me imbeiri ikan pe ilayanan hukum yang be irkeiadi ilan keipada peincarii 

ke iadiilan; 

3. Me ini ingkatkan kualiitas keipeimi impiinan Pe ingadiilan Ne igeiri i Liiwa; 

4. Me ini ingkatkan kreidi ibi iliitas dan transparansi i Pe ingadiilan Neige iri i Liiwa. 

2.2.2. Sejarah dan Lokasi Pengadilan Negeri Liwa 

Pe ingadiilan Ne igeiri i Li iwa yang beirke idudukan di i Jalan Radein Iintan Keilurahan 

Way Meingaku, Ke icamatan Baliik Buki it, Kota Liiwa, Kabupatein Lampung 

Barat, teirleitak pada tiiti ik koordiinat 5°01'06.3"S 104°02'34.7"E i. Pe ingadiilan 

Ne ige irii Liiwa meirupakan salah satu peiradi ilan umum yang beirada diibawah 

Pe ingadiilan Tiinggi i Tanjungkarang yang be irtugas meine iriima, meimeiri iksa, dan 

meimutus se irta meinye ileisai ikan peirkara pada tiingkat peirtama deingan daeirah 
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hukum meili iputii 2 (dua) kabupate in yai itu Kabupatein Lampung Barat dan 

Kabupatein Pe isi isi ir Barat. Peingadi ilan Neige iri i Liiwa di ireismi ikan pada tanggal 04 

Oktobe ir 1999 oleih Di ireiktur Jeinde iral Peiradi ilan Umum dan Tata Usaha Neigara 

an. Meinteiri i Hukum dan HAM, Bapak H. Parman Soeiparman, S.H. 

Se ibe ilumnya Peingadiilan Neige irii Liiwa hanyalah lokasii ziittiing plat Peingadiilan 

Kotabumii, Kabupatein Lampung Utara. De ingan adanya peimeikaran wi ilayah 

Lampung Utara dan teirbe intuknya Kabupatein Lampung Barat, maka 

di ibeintuklah Peingadiilan Ne igeiri i Liiwa dan di ireismi ikan pada tanggal teirse ibut. 

Pe ingadiilan Neige iri i Liiwa meimiiliiki i 2 (dua) wiilayah yuriidiiksi i Hukum yaiitu 

Kab.Lampung Barat dan Kab.Peisi isi ir Barat: 

Gambar 2.2 Peta Lampung Barat dan Pesisir Barat 

2.2.3. Struktur Organisasi dana Tata kelola Pengadilan Negeri Liwa 

a. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Liwa 
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b. Tata Kelola 

Admi iniistrasi i Pe ingadiilan Neige iri i Liiwa di iatur dalam PE iRMA peinataan dan 

tata keirja keipaniite iraan dan keise ikre itariiatan pe iradiilan Nomor 7 Tahun 2015, 

de ingan peinafsi iran seibagaii be iriikut : 

Pani iteira Peingadi ilan Neigeiri i Keilas IiIi meirupakan peitugas tata usaha Neigara 

yang dalam meilaksanakan darma dan pe irannya teirdapat dii bawah dan 

be irtanggung jawab keipada keitua peingadi ilan neigeiri i ke ilas IiIi. Pani iteira 

Pe ingadiilan Neige iri i Ke ilas Ii di ipiimpi in ole ih se iorang Paniiteira. Paniite ira 

Pe ingadiilan Diistri ik IiIi beirke iwajiiban untuk meimbeiri ikan dukungan teikni is 

dan admiini istratiif ke ipada peirkara dan meinge irjakan surat-meinyurat yang 

be irhubungan deingan peirkara. Dalam meilaksanakan peiran yang diiteintukan 

dalam Pasal 71, Paniiteira Pe ingadiilan Diistriik Ke ilas IiIi harus meilakukan 

pe iranan beiriikut : 

1) Iimpleimeintasi i si inkroniisasi i, pe iniindakan dan iinspe iksi i aktualiisasi i 

ke iwajiiban dalam peimbalasan beintuk dukungan dii bi idang teikni is ; 

2) Iimpleimeintasi i peinye ileinggaraan tata laksana peirkara peirdata ; 

3) Iimpleimeintasi i peinye ileinggaraan tata laksana peirkara piidana ; 

4) Iimpleimeintasi i peinye ileinggaraan tata laksana peirkara khusus ; 

5) Iimpleimeintasi i peinye ileinggaraan tata laksana peirkara, peingutaraan data 

pe irkara; 

6) Iimpleimeintasi i tata laksana keiuangan yang be irmula darii APBN dalam 

program teikniis dan ke iuangan peirkara yang diite intukan beiralaskan 

pe iraturan peirundang-undangan, miinutasi i, pe iniilaiian dan tata laksana; 

7) Iimpleimeintasi i meidi iasii; 

8) Pe inguatan teikni is ke ipaniiteiraan dan keijurusi itaan ; dan 

9) Iimpleimeintasi i peiran laiin yang diibagi i oleih Ke itua Peingadiilan Neige iri i. 

Rangkaiian Organi isasi i Ke ipaniite iraan Pe ingadiilan Ne ige irii 

Liiwa Lampung Barat Keilas IiIi, teirdi irii atas :  

a. Pani iteira Muda Pe irdata 

b. Pani iteira Muda Pi idana 

c. Pani iteira Muda Hukum 
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Ke ipaniite iraan Peingadiilan Ne ige irii Ke ilas IiIi Liiwa Lampung Barat meimi iliikii 

pe iriintah meilayanii dalam biidang teikniis dan tata laksana peirkara seirta 

meinge irjakan surat-surat yang beirhubungan de ingan peirkara. 

Pe ingi impleimeintasiian peiri intah seibagaii halnya diiniiatkan dalam Pasal 74, 

Pani iteira Pe ingadiilan Neige iri i Ke ilas IiI i Liiwa me ilangsungkan peiran 

pe ilaksanaan tugas meingkoordi inasi ikan, meimbeintuk dan iinspe iksi i 

pe ilaksanaan tugas bantuan teikni is, i imple imeintasii pe inye ileinggaraan tata 

laksana peirkara peirdata, iimpleime intasii pe inye ileinggaraan tata laksana 

pe irkara piidana, iimpleimeintasi i pe inyeileinggaraan tata laksana peirkara 

pe irdata. 

Pani iteira Muda Pi idana PN Li iwa me inyandang darma atas tata laksana 

pe irkara diibi idang piidana. Paniite ira Muda Pi idana meiwujudkan tanggung 

jawab yang teircantum dalam Pasal 78 deingan cara iinspe iksi i dan peini injauan 

ke ise iluruhan beirkas peirkara piidana, meireigi iste ir peirkara piidana, 

meimpe iroleih peirmohonan pra peiradiilan dan i informasii darii teirmohon se irta 

meinye ibarkan peirkara yang teilah diire igiiste ir untuk di ilanjutkan keipada 

Ke itua Majeiliis Haki im beirdasarkan Peineitapan Peinunjukan Majeili is Hakiim 

darii Ke itua Peingadiilan Tiinggii. Pe iwartaan iisi i putusan tiingkat peirtama 

ke ipada para piihak yang tiidak hadiir, peiwartaan iisi i putusan tiingkat bandiing, 

pe ineiri imaan dan peingi iriiman be irkas pe irkara yang di imohonkan bandiing, 

kasasi i dan kontrol ulang, iinspe iksi i i impleimeintasi i peiwartaan iisi i putusan 

ke ipada para piihak, peinyeirahan saliinan putusan keipada Peingadiilan Tiinggii 

dan Mahkamah Agung, peimbeiri itahuan iisi i putusan keipada Jaksa Pe inuntut 

Umum dan peiwartaan iisi i putusan ke ipada para piihak yang tiidak hadiir. 

Pani iteira Muda Hukum PN Li iwa meingusulkan peiri intah untuk meinge ilola 

i informasii pe irkara, teirmasuk pe ingumpulan data, peinataan arsiip, dan 

pe ilaporan peirkara. Dalam peilaksanaannya, Paniite ira Muda Hukum 

be irtugas meingumpulkan data, meimbuat laporan, meinanganii beirkas 

pe irkara, beike irja sama deingan Arsi ip Daeirah, se irta meilaksanakan 

e iksamiinasi i prapeiradiilan dan pasca peingadi ilan seisuai i deingan Pasal 83.

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Metode Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Je ini is Pe ineili itiian iini i adalah peineili itiian hukum normatiif, yaiitu peine iliiti ian hukum 

yang diilakukan deingan cara meine iliiti i bahan pustaka atau data seikunde ir,44 

di ise ibut juga peineili itiian doktriinal, diimana hukum seiri ingkalii di ikonse ipkan 

se ibagaii apa yang teirtuliis dalam pe iraturan pe irundang-undangan (law i in books) 

atau diikonse ipkan se ibagaii kaiidah atau norma yang meirupakan patokan 

be irpeiri ilaku manusiia yang diianggap pantas.45 Dalam hal iinii me ingeinai i bahan 

pustaka dan peirtaturan keikuatan peimbuktiian akta hiibah dalam se ingkeita tanah. 

3.1.2. Tipe Penelitian 

Tiipe i peine iliiti ian yang peinuli is gunakan dalam peine iliitiian skri ipsi i iini i yaiitu tiipei 

pe ineili itiian deiskri iptiif. Ti ipei pe ineili itiian iini i beirsi ifat peimaparan untuk dapat 

meimpe iroleih gambaran (deiskri ipsi i) leingkap, ri incii, jeilas, dan siiste imatiis teintang 

be ibeirapa aspeik yang di iteiliitii pada undang-undang, peiraturan peimeiri intah, atau 

objeik kajiian laiinnya. Seihi ingga hasiil peine iliiti ian skriipsi i i inii dapat diiharapkan 

bi isa meimbeiri ikan iinformasii se icara leingkap dan juga jeilas. 

3.1.3. Pendekatan Masalah 

Be irdasarkan jeiniis dan tiipei pe ineili itiian diiatas, maka biisa diigabungkan seicara 

se irasi i seihi ingga meimpe iroleih si isteimatiika meinge inaii macam-macam peine iliiti ian 

se icara umum dan peimbagiiannya meinurut tujuan peineili itiian hukum. Deingan 

de imiiki ian, peinde ikatan masalah yang diigunakan dalam peine iliiti ian iini i adalah 

 
44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13 
45 Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, hlm.118 
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pe indeikatan normatiif yai itu pe indeikatan Undang-undang. de ingan si iste im 

judiici ial casei study yai itu peindeikatan meinggunakan studii kasus hukum. 

3.1.4. Data dan Sumber Data 

Sumbe ir data dalam peine iliitiian iini i teirdi irii darii data priimeir yang diipe iroleih 

langsung darii Peingadiilan Neige iri i Liiwa, se irta data seikunde ir yang beirasal darii 

studi i ke ipustakaan meili iputii dokume in re ismi i. Pe ine iliitiian i ini i, yang be irsi ifat 

hukum e impiiri is, hanya meine iliitii data se ikunde ir, teirdiiri i dari i bahan hukum 

pri imeir se ipe irtii He irzi iein Iinlandsch Re igleimeint (H.Ii.R), Re igle imeint voor dei 

Bui iteinge iwe istein (Rbg), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 te intang 

Undang-undang Pokok Agrariia, dan Putusan Peingadi ilan Neige iri i Liiwa Nomor 

1/Pdt.G/2020/PN Liiw. Bahan hukum se ikunde ir diigunakan untuk meimbe iriikan 

pe injeilasan teirkai it bahan hukum priimeir, se ipeirti i rancangan Undang-undang, 

hasi il peine iliitiian se ibe ilumnya, dan karya hukum laiinnya yang reileivan deingan 

meikani ismei gugatan pe irwakiilan ke ilompok. Pe ine iliiti ian i inii me ingutamakan 

pe inggunaan bahan hukum priime ir dan seikunde ir, teirmasuk Heirzi iein Iinlandsch 

Re igleimeint (H.Ii.R), Re igleime int voor de i Bui iteinge iweiste in (Rbg), dan UU No. 

48 Tahun 2009 teintang Ke ikuasaan Keihakiiman. 

3.1.5. Metode Pengumpulan Data 

Me itodei Pe ingumpulan data dalam peine iliiti ian i inii di ilakukan de ingan cara studii 

ke ipustakaan dan wawancara dan obseirvasi i. Je ini is data yang diigunakan dalam 

pe ineili itiian i inii adalah data seikunde ir se ihi ingga alat peingumpulan data yang 

di ilakukan beirupa studi i dokumein atau studii pustaka. Pe inuliis me ilakukan 

se irangkaiian keigi iatan studii dokumeintasii, de ingan cara meimbaca, meincatat dan 

meinguti ip buku-buku reife ire insi i dan peiraturan peirundang- undangan yang 

be irlaku dan meimpunyaii ke iteirkaiitan deingan peine iliitiian iini i. Dalam peine iliiti ian 

i inii, data seikunde ir yang di ipeirole ih darii ke ipustakaan diijadiikan seibagaii je iniis 

data utama.46 

 
46  Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung Citra:Aditya 

Bakti hlm.123 
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Se ilaiin darii meitodei diiatas, peinuliis juga meinggunakan meitodei studi i lapangan, 

de ingan tujuan dapat meimpe iroleih data pe indukung se isuaii de ingan data 

se ikunde ir yang diipe iroleih darii studi i keipustakaan, yaiitu deingan meingadakan 

wawancara deingan majeili is hakiim yang dapat meimbe iriikan iinformasi i teirhadap 

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/Pn Liiw se ibagaii bahan studii pada peine iliitiian i inii. 

3.1.6. Metode Pengolahan Data 

Data Peingolahan data meirupakan bagiian yang amat peinti ing dalam meitodei 

i ilmiiah, kareina deingan peinge ilolaan data, data teirse ibut dapat diibeiri i artii dan 

makna yang beirguna dalam meime icahkan masalah peineili itiian. Data yang 

di ipeirole ih keimudi ian diiolah meilaluii tahapan beiri ikut: Iide intiifi ikasi i data, yaiitu 

meime iriiksa ke imbalii meinge inaii keile ingkapan, keijeilasan darii ke ibeinaran data 

yang diipeirole ih seirta reileivansi inya deingan peine iliitiian. Klasiifi ikasi i data, yaiitu 

pe ingeilompokan data seisuai i deingan pokok peirmasalahan seihi ingga 

meimpe iroleih data yang beinar-beinar diipe irlukan. Siisteimatiisasi i data, yaiitu 

se imua data yang teilah masuk diikumpul dan di isusun de ingan urutannya. 

Data yang diipeiroleih ke imudiian di iolah meilaluii tahapan beiri ikut: 

1) Iide intiifi ikasii data, yaiitu meimeiri iksa keimbalii meinge inaii keile ingkapan, 

ke ijeilasan darii keibe inaran data yang diipe iroleih se irta reile ivansiinya deingan 

pe ineili itiian. seihi ingga data yang teirkumpul be inar-beinar beirmanfaat untuk 

meinjawab peirmasalahan dalam peineili itiian i inii. 

2) Klasi ifiikasi i data, yaiitu peinge ilompokan data se isuaii de ingan pokok 

pe irmasalahan seihi ingga meimpeiroleih data yang beinar-beinar di ipeirlukan. 

Se ihi ingga data yang diipeiroleih dapat teiratur, be irurutan, dan logiis se irta 

mudah diipahamii dan dii i inteirpreitasi ikan. 

3) Si iste imatiisasi i data, yaiitu se imua data yang te ilah masuk diikumpul dan 

di isusun de ingan urutannya. deingan peinyusunan data beirdasarkan urutan 

data yang teilah diiteintukan dan seisuaii ruang liingkup pokok peimbahasan 

se icara siiste imatiis de ingan maksud untuk meimudahkan dalam 

meinganaliisi is data.47 

 
47  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.127 
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3.1.7. Analisis Data 

Data yang diipe iroleih darii pe ine iliitiian i ini i di ianaliisi is de ingan me inggunakan 

analiisi is kualiitatiif, yaiitu me inggambarkan ke inyataan-keinyataan yang ada 

be irdasarkan hasiil peine iliiti ian deingan meinguraiikan se icara siiste imatiis untuk 

meimpe iroleih keije ilasan dan meimudahkan peimbahasan. Analiisi is kuali itatiif 

yaiitu pe ine iliitiian yang me ingacu pada norma hukum yang teirdapat dalam 

pe iraturan peirundang-undangan dan putusan pe ingadiilan se irta norma-norma 

yang hi idup dan be irke imbang dalam masyarakat. Seilanjutnya beirdasarkan 

hasi il analiisi is data teirse ibut keimudi ian diitariik keisi impulan deingan 

meinggunakan meitodei i indukti if, yaiitu suatu meitodei pe inariik data yang 

di idasarkan pada fakta-fakta yang beirsi ifat khusus untuk ke imudi ian diitariik 

ke isi impulan yang beirsi ifat umum guna meinjawab peirmasalahan beirdasarkan 

pe ineili itiian yang diilakukan oleih Pe inuliis. 

3.2.  Metode Praktik Kerja Lapangan 

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Prakteik Ke irja Lapangan (PKL) diilakukan pada tanggal 20 Mareit 2023 sampaii 

16 Juni i 2023 atau se ilama ± 100 harii, yang di ilaksanakan dii Pe ingadi ilan Neige irii 

liiwa, de ingan waktu keirja yaiitu: 

a. Jam keirja harii Se ini in sampaii de ingan Kamiis pukul 08.00 – 16.30 WIiB. 

b. Jam keirja harii Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIiB. 

3.2.2. Metode Pelaksanaan 

Me itodei-me itodei yang akan diigunakan se ilama meilaksanakan Program 

Magang MBKM di i Pe ingadi ilan Neige irii li iwa, antara laiin: 

a. Wawancara 

Wawancara iini i diilakukan pada piihak yang beirwe inang se isuaii de ingan 

pe itunjuk lapangan atau peinjeilasan langsung darii pe imbi imbiing lapangan. 

Me itodei i inii be irtujuan untuk meimahamii te ikniis dari i peike irjaan-peike irjaan 

dan prose idur laiinnya. 

b. Pe ingamatan Langsung 
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Pe ingamatan Langsung adalah Suatu tiindakan obse irvasii si iste im keirja dan 

juga pola keirja karyawan dii Pe ingadi ilan Ne igeiri i Liiwa 

c. Praktiik Lapangan 

Iikut meilakukan praktiik se icara langsung teirhadap keigiiatan – keigi iatan yang 

teilah diisusun, se ibe ilum diilakukan prakti ik teirleibi ih dahulu meinyi imak 

pe inyampaiian mateiri i dan peingarahan yang diibe iri ikan oleih peimbi imbiing 

lapangan maupun staff laiin yang be irtugas. 

d. E ivaluasii 

Di ilakukan untuk meingeitahuii se ibe irapa banyak hasiil yang diidapat darii 

ke igiiatan yang teilah diilakukan. 

3.2.3. Tujuan Magang 

Adapun tujuan darii di ilaksanakannya prakte ik magang keirja adalah seibagaii 

be iriikut: 

Bagii Mahasi iswa: 

a. Me inge itahuii dan meinambah wawasan bagii mahasiiswa dalam beiracara dii 

Pe ingadiilan Ne igeiri i. 

b. Me imbeiri ikan peinge itahuan baru teirhadap mahasiiswa te intang peine irapan 

i ilmu atau teiori i yang se ilama iini i di ipeirole ih pada saat masa peirkuliiahan dan 

dapat meimbandiingkan deingan kondiisi i yang se ibeinarnya ada dii lapangan. 

c. Me ingkajii pe irmasalahan–peirmasalahan praktiis dalam duniia ke irja dan 

mampu meimbe iriikan alteirnatiif pe imeicahan se isuai i deingan teiori i yang ada. 

d. Me imbeikalii mahasiiswa agar meimiiliiki i pe ingalaman dan keiteirampiilan 

praktiis dalam meinye ileisai ikan peirkara dii Pe ingadiilan Neige irii. 

Bagii Uni ive irsi itas Lampung : 

a. Se ibagaii sarana meinjaliin ke irjasama antara Fakultas Hukum Uniive irsi itas 

Lampung deingan Peingadi ilan Neigeiri i Liiwa 

b. Se ibagaii bahan masukan dan eivaluasii program MBKM di i Fakultas 

Hukum untuk meinghasi ilkan lulusan–lulusan yang teirampiil se isuaii 

de ingan keibutuhan dalam duniia ke irja. 
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3.2.4. Manfaat Kerja Magang 

Adapun manfaat keigiiatan magang keirja adalah seibagaii beiri ikut: 

a. Mahasi iswa dapat meinge itahuii se icara deitaiil meinge inaii cakupan tugas dan 

we iwe inang Pe ingadiilan Neige irii. 

b. Mahasi iswa dapat meinge itahuii prose is – prose is be iracara dii Pe ingadiilan 

Ne ige irii. 

c. Me ini ingkatkan rasa peircaya diiri i, di isi ipliin, tanggungjawab, dan beike irja 

dalam beintuk tiim. 

d. Se ibagaii sarana bagii mahasiiswa dalam meilatiih meintal dan siikap dalam 

duni ia keirja

  



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Ke isi impulan yang dapat di itariik darii pe ine iliitiian yang te ilah diilakukan adalah 

se ibagaii be iriikut: 

1. Pada Pe irkara putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Li iw pi ihak Pe inggugat 

de ingan alat buktii Akta hiibah me ilawan Te irgugat deingan alat buktii 

Se irtiifi ikat hak miiliik,pe irkara iini i diimeinangkan oleih piihak Peinggugat, 

meiski ipun Se irtiifi ikat hak miiliik diiakui i seibagaii buktii ke ipeimi iliikan teirtiinggii 

be irdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, namun meinurut 

pe irtiimbangan majeiliis haki im, alat buktii dari i Te irgugat diianggap tiidak 

meimi iliiki i keikuatan hukum yang meingiikat. Hal iini i diise ibabkan kareina 

Te irgugat tiidak meimiili ikii pe ingeitahuan dan tiidak dapat meimbuktiikan asal- 

usul ke ipeimi iliikan tanah objeik se ingke ita se irta tiidak dapat meimbuktiikan cara 

pe iroleihan hak atas tanahnya. Oleih kare ina iitu, Te irgugat teirbuktii meilakukan 

Pe irbuatan meilawan hukum kareina teilah me inguasaii dan meimbuat seirtiifi ikat 

objeik se ingke ita tanpa buktii yang meimadaii. Pi ihak Teirgugat teilah 

meilakukan beibe irapa upaya hukum Bandiing hi ingga Kasasi i, namun peirkara 

i inii te itap diimeinangkan oleih Pe inggugat deingan alat buktii Akta Hiibah. 

2. Akta hi ibah meirupakan dokumein hukum yang re ismii me incatat peimiindahan 

hak keipe imiiliikan tanah, beirfungsi i se ibagaii buktii sah dalam seingke ita 

ke ipeimi iliikan. Keibe iradaan akta iini i sangat pe intiing kareina meimbeiri ikan buktii 

konkre it teintang peiraliihan hak, teirmasuk riinci ian transaksii dan iide intiitas 

pi ihak yang teirli ibat. Dalam proseis hukum, peingadi ilan ceinde irung 

meinge ide ipankan akta hiibah seibagaii buktii kuat, seihiingga peine iri ima hiibah 

meindapat asumsii yang kuat atas keipe imiiliikannya. Iini i meinjadiikannya dasar 

yang kokoh untuk meimbuktiikan hak keipeimiili ikan dii pe ingadiilan.
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5.2 Saran 

1. Untuk meinghi indarii se ingkeita keipeimi iliikan tanah, peintiing untuk meilakukan 

pe indaftaran keipeimi iliikan hak atas tanah de ingan meimatuhii se imua proseidur 

hukum yang beirlaku. 

2. Pe intiing untuk me imatuhii keite intuan hukum teirkai it peimbuatan dan 

pe inggunaan akta hiibah agar keikuatan peimbuktiian dokumein iini i meini ingkat. 

Me iski ipun akta hiibah meimi iliiki i keikuatan pe imbuktiian yang si igniifi ikan, 

teirdapat keimungkiinan se ingke ita atau tantangan teirhadap keiabsahan 

dokumein te irse ibut.

 

 



 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdulkadiir Muhammad, 2004, Hukum dan Pe ineili itiian Hukum, Bandung 

Ci itra:Adiitya Baktii 

Achmad Alii,1999, Pe ingadiilan dan Masyarakat, Ujung Pandang: Hasanuddiin 

Uni ive irsi ity Preiss 

Ami iruddiin dan H Zaiinal Asi ikiin. 2006, Pe ingantar Me itodei Peine iliiti ian Hukum. 

Jakarta: Raja Grafiindo Pe irsada 

Andri ian Suteidi i, 2006, “Seirti ifiikat Hak Atas Tanah”, Jakarta: Siinar Grafiika Asiiki in 

zaiinal, 2012, Peingantar Tata Hukum Iindone isi ia, Rajawalii Pre iss, Jakarta 

G.H.S. lumbang Sutobiing, 1983, Peiraturan Jabatan Notariis, Jakarta: Eirlangga 

Gatot Soe imartono, 2006,Arbiitrase i dan Me idiiasi i di i Iindone isi ia, Jakarta: PT 

Grameidi ia Pustaka Utama 

Kartiini i  Muljadii,Gunawan Wi idjaja, 2007,Hak-hak atas tanah, Jakarta: Keincana 

Mukti i  Arto, 2004, Prakteik Peirkara Pe irdata pada Peingadi ilan Agama, 

Yogyakarta: Pustaka Peilajar 

Mukti i Fajar dan Yuliianto Achmad, 2010, Duali isme i Peine iliiti ian Hukum Normati if dan 

E impi iri is, Yogyakarta: Pustaka Peilajar 

R. Sube iktii dan R. Tjiitrosudi ibi io,2004, Ki itab Undang-Undang Hukum Pe irdata, 

Jakarta:PT Pradnya Pramiita 

Rosa Agusti ina,2003,Peirbuatan Me ilawan Hukum,Jakarta:Program Pascasarjana, 

Fakultas Hukum, Uniive irsi itas Iindoneisi ia 

Soe irjono Soe ikanto dan Sri i Mamujii. 2013, Pe ineili itiian Hukum Normati if: Suatu 

Tiinjauan Siingkat. Jakarta: Raja Grafiindo Pe irsada 

Soe iroso, 2011. Peingantar Iilmu Hukum, Pt. Si inar Grafiika, Jakarta 

Sudi ikno Me irtokusumo, 2013, Hukum Acara Peirdata Iindoneisi ia, 

Yogyakarta;Cahaya atma pustaka 



 

 

Sutantiio, Reitnowulan dan Iiskandar Oeiri ipkartawiinata, 1997, Hukum Acara Peirdata 

Dalam Te iori i dan Prakteik, Mandar Maju:Bandung 

Yahya Harahap. 2016, Hukum Acara Pe irdata Teintang Gugatan, Pe irsi idangan, 

Peinyi itaan, Peimbuktiian, dan Putusan Peingadi ilan, Jakarta: Siinar Grafiika 

Jurnal 

Rosmi idah, 2013, “Keipeimi ili ikan Hak Atas Tanah Di i Iindone isi ia,” Jurnal Iilmu Hukum 

vol.6, no. 2 

Ri ia Siintha Deivi i, Alusi ianto Hamonangan ,E imii Rafiika Siite ipu, 2021, Analiisi is Yuri idi is 

Peinye ileisai ian Seingkeita Hi ibah Dii Peingadi ilan Tiinggii Me idan,Jurnal Darma 

Agung,Vol.29 No. 1 

I ibnu Rusydi i, 2016, “Hi ibah dan Hubungannya deingan Ke iwari isan me inurut 

kompi ilasii Hukum Iislam dan Hukum Pe irdata”, Jurnal Uniigal vol.4 No.2 

Putri i Wardhanii,2021, Keidudukan Akta Hi ibah Dalam Seingkeita Keipe imi iliikan Hak 

Atas Tanah, Ei Jurnal Untag Samariinda 

I i Ge idei Surata,2022,Peinyeibab Te irjadiinya Konfliik Peirtanahan,Jurnal Hukum 

Ke irtha wiidya ,vol 10 No.2 

Harri is Yonatan Parmahan Siibueia,2011, Artii Pe intiing Peindaftaran Tanah Untuk 

Peirtama Kali i, Jurnal Ne igara Hukum: Vol. 2, No. 2 

Mari io Julyano, Adiitya Yulii Suli istyawan,2019, Peimahaman Te irhadap Asas 

Ke ipastiian Hukum Me ilalui i Konstruksi i Peinalaran Posi iti iviisme i Hukum, 

Jurnal Creipi ido, Vol.01 No.01 

Juwi ita Tarochii Boboy, Budi i Santoso, Iirawatii,2020,Peinyeile isai ian Seingkeita 

Peirtanahan Me ilaluii Me idi iasi i Beirdasarkan Te iori i De ian G.Prui itt dan Je iffreiy 

Z.Rubi in, NOTARIiUS, Vol 13 No. 2 

Dachran Busthamii, 2017, Keikuasaan Ke ihakiiman Dalam Pe irspe iktiif Neigara Hukum 

Di i Iindone isi ia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 46, No 4 

Se ipri iyadii Adhan,2021, Peirspe ikti if Seirti ifiikat E ileiktroniik Dalam Pe imbuktiian Hukum 

Peirdata, Proposal Pe ine iliitiian Dasar Uni ive irsi itas Lampung 

Tomson Si itume iang, 2022,Reiposi isi i Pe ingadi ilan Pajak Meinurut Si iste im Ke ikuasaan 

Ke ihakiiman Di i Iindone isi ia, Hone iste i Viiveire i, Vol 32 No. 2 



 

 

Bambang Eiko Muljono,2017,Keikuatan Pe imbuktiian Akta Diibawah Tangan,Vol. 5 

No.1,Jurnal Iinde ipeinde int 

Oli iviia Maudiira Olanda ,2022,Tanggung Jawab Notariis Te irhadap Peimbatalan Akta 

Hi ibah Yang Di ibuat Tanpa Peirse itujuan Ahlii Wari is, Jurnal Ke irtha Se imaya 

Vol. 10 No. 7 

Di ian Latiifi ianii, 2015,Akta Oteinti ik Untuk Me imi iniimali isi ir Se ingkeita Hi ibah,Abdi imas 

Vol. 19 No. 1 

Di imas Agung Prastomo,2017,Akiibat Hukum Akta Dii Bawah Tangan Yang 

Di ileigali isasi i,Jurnal Akta Vol.4 No .4 

Muhammad, 2019, Tiinjauan Yuriidiis Te intang Hak Atas Tanah Dii Wi ilayah Neigara 

Re ipubliik Iindone isi ia, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 No. 2 

I indah Sarii,2017,Hak-Hak Atas Tanah Dalam Siiste im Hukum Peirtanahan Dii 

Iindone isi ia Meinurut Undang-Undang Pokok Agrariia (UUPA),Jurnal Miitra 

Manajeimein Vol.9 No.1 

Juosfi ie il Sadprii Pansari iang , 2014,Proseis Dan Syarat Untuk Meimpeiroleih Hak Mi iliik 

Atas Tanah Di i Iindoneisi ia, Jurnal Leix Pri ivatum, Vol.2 No. 3 

Layyiin Mahfiiana,2013, Seingke ita Keipe imiili ikan Hak Atas Tanah Dii Kabupatein 

Ponorogo,Jurnal Kodi ifi ikasiia, Vol. 7 No.1 

Rosi ita,2017,Alteirnatiif Dalam Peinyeile isaiian Se ingkeita (Liitiigasi i Dan Non Liiti igasii), 

Al-Bayyiinah: Journal of Iislamiic Law Vol.6 No. 2 

Hasi im Purba, 2010, “Reiformasii Agrariia  dan Tanah untuk Rakyat : Seingke ita Peitanii 

VS Pe irke ibunan” Jurnal Law Reivi ie iw, UPH, Vol.10 No 2 

Sholi ih Mua’dii, 2008, “Peinye ileisai ian Seingke ita Hak atas Tanah Peirke ibunan meilaluii 

cara Nonliitiigasi i (Suatu Studii Li itiigasi i dalam Siituasii Transiisi ional)” 

Se imarang : Diise irtasii Program Doktor Iilmu Hukum Uni ive irsi itas Di iponeigoro 

Hasnan Hasbi i, 2019, Peinye ileisai ian Seingke ita Peirtanahan Meilaluii Leimbaga 

Arbi itrasei, Al-Iishlah: Vol.21 No.1 

Triis Wi idodo,2016, Pe irnye ileisai ian Seicara Konsiilasii Dalam Peinyeile isaiian 

Pe irse iliisi ihan Hubungan Iindustri ial Meinurut Uu No. 2 Tahun 2004, Jurnal 

Warta Eidi isi i:49 



 

 

Lukman, 2013, Tiinjauan Hukum Putusan Pe irkara Pe irdata 

No.18/Pdt.G/2011/Pn.Pari igii Te intang Peinye ileisai ian Seingke ita Utang Piiutang 

De ingan Jamiinan Pohon Ceingke ih, Jurnal Iilmu Hukum Leigal Opiiniion E idiisi i 

2, Vol. 1 

Syahrul Siitorus , 2018, Upaya Hukum Dalam Peirkara Peirdata, Jurnal Hiikmah, No. 

1 Vol.15 

Nurul Wafiiqah Ashar,dkk, 2021, “Keidudukan Akta Peiraliihan Hiibah Te irhadap 

Bagiian Mutlak Ahlii Wariis” Journal of Leix Ge ine iraliis (JLG), Vol.2, No. 4 

Undang-Undang 

Pasal 1666 Ki itab Undang-Undang Hukum Pe irdata teintang Hi ibah 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 te intang Jabatan Notariis (Leimbaran Neigara 

Re ipubliik Iindone isi ia Nomor 117 Tahun 2004. Tambahan Leimbaran Neigara 

Re ipubliik Iindone isi ia Nomor 4432) Pasal 38 

Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 teintang Keikuasaan Keihaki iman 

Artikel 

Hukum Zonei, “Hi ibah meinurut Ki itab Undang-Undang Hukum Pe irdata”, 

http://hukumzonei.blogspot.com/2016/05/hi ibah-meinurut-kiitab-undang-

undanghukum.html 

Sumarto, 2012 ,“Peinanganan dan Peinye ileisai ian Konfliik Pe irtanahan deingan Priinsi ip 

Wi in Wi in Solutiion oleih Badan Peirtanahan nasiional RIi” Di iklat Diire iktorat 

Konfli ik Pe irtanahan Keimeindagri i 

Badan Pe irtanahan Nasi ional, http://www.bpn.go.i id/Program-

Pri iori itas/Peinanganan-Kasus-Pe irtanahan 

Ke imeintri ian Keiuangan reipubliik Iindone isi ia, Me inge inaii jeini is alat buktii dalam hukum 

pe irdata,https://www.djkn.ke imeinke iu.go.iid/kpknl-lahat/baca-

artiike il/15189/Meingeinal-Jeini is-Alat-Buktii-dalam-Hukum-Acara- 

Pe irdata.html 

Ke imeintri ian Keiuangan Reipubli ik Iindone isi ia, Upaya Hukum dalam Hukum Acara 

Pe irdata,https://www.djkn.keimeinke iu.go.i id/artiikeil/baca/2296/Upaya- 

Hukum-dalam-Hukum-Acara-Peirdata.html 



 

 

Mahkamah Agung Reipubli ik Iindoneisi ia,Upaya hukum peilayanan kasasii pe irdata,. 

https://pn-ponorogo.go.iid/joomla/iinde ix.php/keipani iteiraan/keipani iteiraan- 

pe irdata/upaya-hukum-peirdata/kasasii-pe irdata 

https://www.hukumonliinei.com/beiri ita/a/me ingeinal-judeix-factiie i-dan-judeix-juriist- 

dalam-praktiik-peiradiilan-lt61f193261cc1a/?pagei=all 

Program pe indiidi ikan dan pe ilatiihan calon haki im, Je ini is-Je iniis Putusan, Pusat 

Pe indi idiikan dan Pe ilatiihan Pe iradiilan Mahkamah Agung RIi,modul diiklat 

tahap 2 

 

 

 

 

 


	202dc530f8e046a15d5892efc2712b0b2ac35a891cdd0a224ca84b4fc27d92f8.pdf
	d848942256213a76368885c908439a340bc64ace3a37fa7048488ef330cec68a.pdf
	202dc530f8e046a15d5892efc2712b0b2ac35a891cdd0a224ca84b4fc27d92f8.pdf

